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ABSTRAK

ANALISIS KOORDINASI DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN
DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

ALYA WULAN WIJAYA

Permasalahan anak jalanan masih menjadi salah satu isu sosial yang dihadapi oleh
pemerintah daerah, termasuk di Kota Bandar Lampung. Penanganan anak jalanan
melibatkan beberapa instansi pemerintah, antara lain Dinas Sosial Kota Bandar
Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta UPTD Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis koordinasi antarinstansi dalam
penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui
wawancara dan dokumentasi. Analisis koordinasi dalam penelitian ini mengacu
pada teori koordinasi menurut Hasibuan (2006) yang meliputi empat aspek, yaitu
kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi telah berjalan melalui
pembagian peran sesuai tugas dan kewenangan masing-masing instansi, namun
pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terlihat dari mekanisme
pemantauan lintas instansi yang belum berjalan berkelanjutan, komunikasi yang
masih bersifat situasional dan belum dilakukan melalui forum koordinasi rutin,
serta monitoring pascarehabilitasi yang belum dilakukan secara konsisten. Oleh
karena itu, diperlukan penguatan koordinasi melalui peningkatan komunikasi
antarinstansi, evaluasi bersama secara berkala, serta sistem pemantauan yang lebih
terintegrasi agar penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung dapat berjalan
lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Koordinasi, Anak Jalanan, Penanganan, Dinas Sosial.



ABSTRACT

ANALYSIS OF COORDINATION IN THE HANDLING OF STREET
CHILDREN IN BANDAR LAMPUNG CITY

By

ALYA WULAN WIJAYA

The issue of street children remains a social problem faced by local governments,
including in Bandar Lampung City. The handling of street children involves several
government institutions, such as the Social Affairs Office of Bandar Lampung City,
the Civil Service Police Unit (Satpol PP), and the Social Rehabilitation Service
Unit for Socially Vulnerable People (UPTD PRSTS) Mardi Guna.

This study aims to analyze inter-agency coordination in handling street children in
Bandar Lampung City. This research uses a descriptive qualitative approach with
data collection techniques through interviews and documentation.

The coordination analysis in this study refers to the coordination theory proposed
by Hasibuan (2006), which includes four aspects: unity of action, communication,
division of work, and discipline. The results show that coordination among
institutions has been carried out through the division of roles according to the
duties and authority of each institution, but its implementation has not been fully
optimal. This is indicated by the absence of sustainable cross-institution monitoring
mechanisms, communication that is still situational and not yet conducted through
regular coordination forums, and post-rehabilitation monitoring that has not been
carried out consistently. Therefore, strengthening coordination through improved
inter-agency communication, periodic joint evaluation, and a more integrated
monitoring system is needed to ensure that the handling of street children in Bandar
Lampung City can be more effective and sustainable.

Keywords: Coordination, Street Children, Handling, Social Affairs Office.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan anak jalanan masih menjadi persoalan sosial yang belum terselesaikan
di Indonesia dan terus membutuhkan perhatian berbagai pihak. Kondisi tersebut
menggambarkan kesenjangan ekonomi, tetapi juga menunjukkan lemahnya sistem
perlindungan anak dan pelaksanaan kebijakan sosial belum berjalan secara
optimal.. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh (Nurwati Dkk., 2022), jumlah
anak jalanan di Indonesia diperkirakan mencapai 67.000 jiwa, atau sekitar 10,51
persen dari keseluruhan anak yang tergolong memiliki masalah kesejahteraan
sosial. Kondisi tersebut menjadi cerminan bahwa sebagian anak masih hidup dalam

situasi rentan, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis.

Anak-anak yang hidup dijalananan umumnya menghadapi berbagai risiko sosial
seperti kekerasan, eksploitasi, serta gangguan kesehatan fisik dan mental akibat
lingkungan hidup yang tidak layak, Pemerintah Indonesia telah berupaya
melindungi mereka melalui kebijakan sosial yang mencakup bidang pendidikan,
kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga (Al Farizi dkk., 2025). Pendekatan
penanganannya kini tidak lagi berfokus pada penertiban, melainkan diarahkan pada
pemberdayaan anak dan keluarga agar mampu mandiri serta keluar dari
ketergantungan terhadap kehidupan jalanan. Dengan demikian, permasalahan anak
jalanan tidak semata-mata dianggap sebagai isu sosial, tetapi juga sebagai bagian
dari tantangan pembangunan manusia yang berkelanjutan di Indonesia (Nurwati
dkk., 2022).

Fenomena tersebut juga terlihat di wilayah perkotaan, termasuk di Kota Bandar
Lampung, di mana masih banyak anak yang belum memperoleh hak-haknya secara
layak. Sebagian dari mereka harus hidup dan bekerja di jalanan untuk membantu



perekonomian keluarga atau memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Situasi ini
menunjukkan bahwa permasalahan anak jalanan bersifat kompleks dan tidak dapat
ditangani oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Dinas
Sosial Kota Bandar Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), UPTD
Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna, serta
dukungan dari masyarakat agar upaya perlindungan dan pemberdayaan dapat

berjalan secara efektif.

Dalam penanganan anak jalanan di tingkat nasional, pemerintah berlandaskan pada
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang
menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi kelompok rentan, termasuk
anak terlantar dan anak jalanan. Undang-undang tersebut mengatur bahwa
penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan
berkesinambungan melalui pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar serta
meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat. Prinsip keterpaduan dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut mengindikasikan perlunya
pelaksanaan yang melibatkan lebih dari satu pihak dalam implementasinya.

(Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2025-2026).

Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia berfokus pada
penguatan sistem perlindungan sosial yang menyasar Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS). Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut menuntut
adanya koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
sebagai pelaksana teknis dilapangan. Artinya, keberhasilan program rehabili
sosialdan pemberdayaan tidak haya ditentukan oleh perumusan kebijakan ditingkat
provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian, struktur kebijakan yang bersifat
berjenjang ini secara langsung menempat koordinasi antar tingkat pemerintahan
sebagai elemen penting dalam implementasi perlindungan sosial. (Renstra Dinas
Sosial Provinsi Lampung, 2025-2026).

Sejalan dengan kebijakan nasional di bidang kesejahteraan sosial, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun

2019-2024 menempatkan peningkatan kesejahteraan sosial sebagai salah satu



agenda prioritas pembangunan daerah. Fokus tersebut mencakup penanganan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti anak terlantar, anak
jalanan, gelandangan, dan tuna sosial, dengan tujuan memperkuat ketahanan sosial
serta menurunkan tingkat kemiskinan (RPJMD Provinsi Lampung, 2019-2024).
Pada level kota, arah kebijakan ini kemudian diterjemahkan melalui Rencana Kerja
(Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kota
Bandar Lampung Tahun 2024, yang menekankan penguatan program perlindungan
anak dan penanganan anak jalanan melalui sinergi antarperangkat daerah (Renja
DPPA Kota Bandar Lampung, 2024). Dengan demikian, pencapaian sasaran
pembangunan sosial tersebut tidak hanya bergantung pada perumusan kebijakan,
tetapi juga pada kemampuan antarinstansi dalam membangun koordinasi yang

selaras dalam perencanaan dan pelaksanaan program di lapangan.

Dengan demikian, keberhasilan dalam penanganan anak jalanan tidak hanya
ditentukan oleh keberadaan kebijakan dan perencanaan yang telah disusun dari
tingkat pusat hingga daerah, tetapi juga oleh efektivitas koordinasi antarinstansi

dalam pelaksanaan di lapangan.

Dalam mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan anak jalanan di tingkat daerah,
pelaksanaan penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung dilakukan melalui
keterlibatan beberapa perangkat daerah dan lembaga sosial. Berdasarkan Rencana
Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kota Bandar
Lampung Tahun 2024, penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus
dilakukan melalui penguatan koordinasi serta kerja sama antarlembaga, mencakup
kegiatan rehabilitasi sosial, penertiban, pendampingan, hingga reintegrasi anak ke
lingkungan keluarga dan masyarakat (Renja DPPA Kota Bandar Lampung, 2024).
Sejalan dengan itu, Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2025—
2026 menegaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilaksanakan
secara terarah dan terpadu melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga
kesejahteraan sosial, serta masyarakat, dengan penekanan pada pentingnya
koordinasi lintas sektor dalam menjalankan program rehabilitasi sosial, termasuk

bagi anak terlantar dan anak jalanan (Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2025—



2026). Oleh karena itu, efektivitas penanganan anak jalanan di tingkat daerah sangat
ditentukan oleh kemampuan antarinstansi dalam membangun koordinasi yang
berkelanjutan, tidak hanya dalam aspek penertiban, tetapi juga dalam pembinaan dan

pemulihan fungsi sosial anak.

Dengan demikian, koordinasi antarinstansi di tingkat daerah menjadi faktor penting
dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung. Keterlibatan antara
Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satpol PP Kota Bandar Lampung, UPTD
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna, dan
masyarakat menunjukkan bahwa penanganan anak jalanan memerlukan kerjasama
lintas lembaga, tidak hanya dalam aspek penertiban, tetapi juga pada pembinaan
dan pemberdayaan sosial anak agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di

masyarakat.

Wilayah Kota Bandar Lampung, masih menghadapi permasalahan anak yang
beraktivitas di jalanan, rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran
sosial. Fenomena tersebut semakin kompleks dengan munculnya bentuk-bentuk
baru seperti badut jalanan atau manusia silver yang menimbulkan kekhawatiran
tentang eksploitasi. Sebagai bentuk tanggapan terhadap kondisi tersebut, Dinas
Sosial Kota Bandar Lampung melaksanakan berbagai upaya perlindungan melalui
kegiatan penjangkauan, razia, pendampingan sosial, serta penyaluran bantuan
Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis

untuk mendorong kemandirian mereka (Pertiwi dkk., 2021).

Jumlah Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung dapat dilihat berdasarkan data yang
didapatkan dari Dinas Sosial Kota bandar lampung, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung

Jumlah Anak Jalanan

Tahun Di Kota Bandar Lampung
2021 64
2022 64
2023 66
2024 72
2025 154

Sumber: Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 2025



Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 2 Desember 2025 dengan Ibu Sri,
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung,
Presentase jumlah anak jalanan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2021-2025
menunjukkan adanya pola kenaikan dalam populasi anak jalanan. Jumlah anak
jalanan di Kota Bandar Lampung yang tercatat pada tahun 2021-2022 adalah 64
orang dan tahun 2023 berjumlah 66 orang. Angka ini mengalami peningkatan
menjadi 72 orang pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 154
orang. Peningkatan ini menunjukkan bahwa, meskipun terdapat regulasi dan
berbagai program pembinaan yang telah dilaksanakan, Namun usaha yang telah
dijalankan belum berhasil untuk mengurangi pertambahan jumlah anak jalanan.

Ibu Sri menjelaskan bahwa peningkatan ini dipengaruhi oleh tingginya mobilitas
anak jalanan, sehingga proses pendataan tidak pernah benar-benar stabil. Anak-
anak tersebut berpindah dari satu titik keramaian ke titik lainnya mengikuti aktivitas
ekonomi di area perkotaan, sehingga sulit dipantau secara berkelanjutan. Selain
mobilitas, kondisi ekonomi keluarga dan ketidakstabilan lingkungan sosial juga
menjadi pendorong yang menyebabkan anak kembali turun ke jalan meskipun

beberapa sudah pernah ditangani (Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 2025).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan anak jalanan tidak hanya
berkaitan dengan angka yang tercatat, tetapi juga dengan dinamika sosial dan
ekonomi yang terus berubah. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung menegaskan
bahwa pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan masih sangat
diperlukan, karena pola penanganan yang ada belum mampu mengurangi
munculnya anak jalanan baru secara signifikan (Dinas Sosial Kota Bandar
Lampung, 2025).



Tabel 2. Data Anak Jalanan Perkecamatan Kota Bandar Lampung

Jumlah Anak Jalanan Menurut Kecamatan

Kecamatan Tahun 2024
Teluk Betung Barat 0
Teluk Betung Timur 3
Teluk Betung Selatan 10
Bumi Waras 0
Panjang 13
Tanjung Karang Timur 0
Kedamaian 1
Teluk Betung Utara 10
Tanjung Karang Pusat 0
Engoal 0
Tanjung Karang Barat 0
Kemiling 0
Langkapura 0
Kedaton 0
Rajabasa 3
Tanjung Senang 4
Labuhan Ratu 22
Sukarame 6
Sukabumi 0
Wayhalim 0
Bandar Lampung 72

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Selain data statistik, Laporan dari media lokal menunjukkan bahwa penerapan
kebijakan penertiban anak jalanan di Kota Bandar Lampung masih belum berjalan
optimal. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung, sebagai
contoh, menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk siaga penuh 24 jam guna
menertibkan keberadaan pengemis dan anak jalanan. Kekurangan personel
mengakibatkan operasi penertiban tidak bisa dilakukan dengan rutin. Sekalipun
puluhan "manusia gerobak" dan pengemis telah diamankan melalui operasi Satpol
PP, aktivitas mereka kembali terlihat tak lama setelah operasi tersebut selesai
(Kupastuntas.co, 2024)

Permasalahan anak jalanan berpotensi terus berlanjut apabila tidak ada peningkatan
dalam koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam penanganannya. Tanpa upaya
yang terintegrasi untuk mengatasi akar permasalahan, pemerintah daerah cenderung
hanya mengandalkan tindakan penertiban sementara. Ketiadaan sistem rehabilitasi



jangka panjang menyebabkan anak-anak yang terjaring razia sering kali kembali ke
jalan setelah dilepaskan. Kondisi ini meningkatkan risiko eksploitasi berulang
terhadap anak, menimbulkan gangguan kesehatan, serta menjauhkan mereka dari
pendidikan formal. Dari sisi pemerintah, kegagalan tersebut dapat menurunkan
kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas kebijakan yang ada, sementara dari
sisi sosial, peningkatan jumlah anak jalanan berpotensi memengaruhi citra kota,
menimbulkan keresahan, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat (Pertiwi dkk.,
2021).

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Lampung (2023), jumlah anak jalanan
di Provinsi Lampung diperkirakan mencapai lebih dari 500 anak, termasuk yang
berada di Kota Bandar Lampung. Angka tersebut menunjukkan bahwa
permasalahan anak jalanan masih menjadi isu sosial yang signifikan di wilayah
perkotaan. Perbedaan metode pendataan antara tingkat provinsi dan kota
menyebabkan munculnya variasi angka yang cukup besar. Data di tingkat provinsi
sebagian besar dikumpulkan melalui razia dan operasi penertiban, sehingga anak-
anak yang tidak terjaring dalam kegiatan tersebut tidak tercatat dalam data resmi.
Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara data administratif dan
kondisi faktual di lapangan, yang berpotensi memengaruhi efektivitas perumusan
kebijakan penanganan anak jalanan (Kompasiana, 2025).

Kota Bandar Lampung melibatkan banyak pihak dalam upaya bekerja sama untuk
menangani anak jalanan, masing-masing dengan tugas yang berbeda. Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung bertanggung jawab untuk
mengawasi anak jalanan. Mereka tidak hanya melakukan razia, mereka juga
melakukan hal-hal untuk mencegah anak-anak ke jalanan. Namun, kekurangan
sumber daya manusia, kekurangan anggaran, dan kurangnya koordinasi antar

instansi terus menghalangi pelaksanaan tugas tersebut (Aulia dkk., 2025).

Sementara itu, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung memegang peran penting dalam
upaya pembinaan anak jalanan. Instansi ini berfungsi sebagai fasilitator, pendidik,
perwakilan pemerintah, dan pelaksana teknis. Dinas Sosial juga melakukan

pendataan berdasarkan laporan administratif dan partisipasi anak dalam program



pembinaan serta rehabilitasi sosial. Akibatnya, anak-anak yang tidak mengikuti
program resmi belum sepenuhnya terdata, sehingga jumlah yang tercatat di tingkat
kota cenderung lebih rendah dibandingkan kondisi sesungguhnya. Hal ini
menunjukkan bahwa mekanisme pendataan dan pembinaan anak jalanan di tingkat
daerah masih menghadapi kendala dalam akurasi dan integrasi antarinstansi
(Kompasiana, 2025).

Menurut penelitian yang dilakukan di Kota Samarinda, fungsi Dinas Sosial belum
sepenuhnya ideal, terutama dalam hal fasilitasi dan edukasi (Nurmayati dkk., 2021).
Sementara itu, penelitian yang dilakukan di Makassar menunjukkan bahwa sebagai
bagian dari perlindungan anak jalanan, Dinas Sosial melakukan pendataan,
pemantauan, penampungan sementara, dan pendampingan sosial (Harsinar dkk.,
n.d.).

Selain itu, di bawah Dinas Sosial terdapat UPTD Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial
Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna, yang berfungsi sebagai unit pelaksana teknis
yang fokus pada rehabilitasi sosial. Banyak program disediakan oleh UPTD ini,
termasuk bimbingan fisik, mental, keterampilan, dan keagamaan (Yudhanto dkk.,
2025). Penelitian menunjukkan bahwa UPTD PRSTS Mardi Guna melakukan
intervensi sosial melalui langkah-langkah seperti identifikasi, asesmen, pembinaan,
resosialisasi, evaluasi, dan terminasi. Namun, beberapa hambatan yang dihadapi
termasuk keterbatasan sarana, ketidakdisiplinan warga binaan, dan kurangnya

partisipasi keluarga (Felly, 2023).

Peran masyarakat juga menjadi faktor penentu keberhasilan penanganan anak
jalanan. Masyarakat dapat memberikan dukungan melalui kesadaran bahwa tak
memberi uang dijalan, berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan, dan
mendorong orang tua untuk mendukung proses rehabilitasi (Nurmayati DKK.,
2021). Namun, penelitian di Pekanbaru menemukan bahwa partisipasi masyarakat
masih rendah, dan banyak orang tua anak jalanan yang tidak konsisten mendukung
program pemerintah. Akibatnya, meskipun ada peraturan di daerah dan kerja sama
antarlembaga, jumlah anak jalanan masih belum menurun dengan signifikan (Wati
& Febrian, 2025).



Berdasarkan uraian tersebut, penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung
belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal antarinstansi yang terlibat. Masing-
masing lembaga telah menjalankan perannya sesuai tugas dan kewenangan, namun
pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya,
perbedaan mekanisme pendataan, serta belum adanya pengaturan teknis yang
secara rinci mengatur pola koordinasi lintas instansi. Kondisi ini berpotensi
menimbulkan ketidaksinkronan program, tumpang tindih kewenangan, dan
lemahnya keberlanjutan penanganan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan
analisis lebih mendalam mengenai bagaimana proses koordinasi antarinstansi

dilaksanakan dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung

Fokus penelitian ini adalah analisis koordinasi antarinstansi dalam penanganan
anak jalanan di Kota Bandar Lampung. Meskipun masing-masing instansi seperti
Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satpol PP, dan UPTD Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna telah memiliki tugas, fungsi,
serta standar operasional prosedur sesuai kewenangannya, mekanisme koordinasi
yang bersifat lintas instansi belum sepenuhnya terstruktur secara formal.
Pelaksanaan penanganan di lapangan masih menunjukkan pola kerja yang
cenderung sektoral dan situasional, terutama karena belum adanya pengaturan
teknis terpadu yang secara khusus mengatur forum koordinasi rutin, pembagian
peran yang terintegrasi, serta prosedur bersama dalam pelaksanaan program.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan kegiatan dan
kurangnya kesinambungan dalam proses pembinaan maupun rehabilitasi. Oleh
karena itu, permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut bukan hanya terkait
keberadaan anak jalanan, melainkan bagaimana koordinasi antarinstansi tersebut

dijalankan serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya.

Penelitian oleh Rizwanda & Ulluputty, (2025) mengenai kolaborasi dalam
menangani gelandangan dan pengemis di Bandar Lampung menemukan bahwa
karena ketimpangan dalam akses sumber daya, kurangnya koordinasi antar pihak,
serta peran yang tidak jelas dalam penyaluran tugas di antara berbagai lembaga,

kerja sama lintas sektor tidak berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa
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masalah sosial seperti anak jalanan di bandar lampung memerlukan kerja sama yang
lebih kuat, lebih terorganisir, dan berkelanjutan.

Upaya penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung memiliki landasan
hukum melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010
tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Dalam peraturan
tersebut dijelaskan bahwa penanganan terhadap anak jalanan tidak hanya dilakukan
melalui tindakan penertiban di ruang publik, tetapi juga mencakup berbagai langkah
yang bersifat preventif dan pembinaan sosial. Penanganan yang dimaksud dalam
peraturan ini meliputi kegiatan pencegahan untuk mengurangi munculnya anak
yang beraktivitas di jalan, penertiban terhadap anak jalanan yang berada di ruang
publik, pemberian pembinaan sosial, serta pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi anak
yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Melalui rangkaian upaya tersebut,
pemerintah daerah berupaya memberikan perlindungan kepada anak jalanan,
mengurangi kerentanan sosial yang mereka alami, serta mendorong mereka agar
dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar di lingkungan keluarga

maupun masyarakat.

Selain peraturan daerah yang menjadi dasar kebijakan penanganan anak jalanan,
pelaksanaan tugas di tingkat perangkat daerah juga diatur melalui Peraturan Wali
Kota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial. Peraturan ini mengatur kedudukan serta
pembagian tugas di lingkungan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sebagai
instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan
sosial. Melalui pengaturan tersebut, Dinas Sosial memiliki kewenangan dalam
melaksanakan kegiatan pendataan, pembinaan sosial, serta rehabilitasi bagi
masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, yang termasuk dalam
kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti anak jalanan. Namun
demikian, ketentuan dalam peraturan wali kota tersebut lebih menitikberatkan pada
aspek kelembagaan dan pembagian tugas organisasi, sehingga belum secara khusus
mengatur mekanisme koordinasi lintas instansi dalam pelaksanaan penanganan

anak jalanan di lapangan.
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Namun demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan, Dinas Sosial Kota Bandar
Lampung tidak bekerja sendiri, melainkan melakukan koordinasi dengan instansi
lain seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam proses penertiban, serta
UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna dalam
pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi lanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa
meskipun Peraturan Wali Kota lebih menitikberatkan pada aspek kelembagaan
Dinas Sosial, implementasinya tetap melibatkan kerja sama lintas sektor

antarinstansi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri selaku Kepala Bidang Rehabilitasi
Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung pada tanggal 2 Desember 2025, hingga
saat ini belum terdapat peraturan wali kota yang secara khusus mengatur
mekanisme teknis penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung. Meskipun
telah terdapat Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2021 tentang
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, namun
peraturan tersebut hanya mengatur aspek kelembagaan dan pembagian tugas
internal Dinas Sosial, sehingga belum secara rinci mengatur pola penanganan
maupun mekanisme koordinasi antarinstansi dalam menangani anak jalanan. Oleh
karena itu, dalam pelaksanaannya pemerintah daerah masih berpedoman pada
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan
Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis serta Peraturan Daerah Kota Bandar
Lampung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
sebagai dasar dalam pelaksanaan pembinaan, perlindungan, dan rehabilitasi anak

jalanan.

Landasan kebijakan tersebut diperkuat oleh Peraturan Daerah Kota Bandar
Lampung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan perlindungan Anak yang
mengatur pemenuhan serta perlindungan hak anak di daerah. Dalam peraturan
tersebut, anak jalanan termasuk dalam kategori anak yang memerlukan
perlindungan Kkhusus, sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk
memberikan perlindungan, pembinaan, serta rehabilitasi yang sesuai dengan

kebutuhan mereka. Dengan adanya regulasi ini, upaya penanganan anak jalanan
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tidak hanya difokuskan pada penertiban di ruang publik, tetapi juga diarahkan pada
proses pemulihan kondisi sosial anak serta upaya reintegrasi mereka ke dalam

lingkungan keluarga dan masyarakat (Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2016).

Namun demikian, meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur penanganan
anak jalanan, belum adanya pengaturan teknis yang secara spesifik mengatur
mekanisme koordinasi lintas instansi menyebabkan pelaksanaan di lapangan belum
berjalan secara optimal dan masih bersifat sektoral. meskipun telah terdapat
regulasi yang mengatur penanganan anak jalanan, belum adanya pengaturan teknis
yang secara khusus mengatur mekanisme koordinasi lintas instansi menyebabkan

pelaksanaan penanganan di lapangan belum berjalan secara optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan anak jalanan memerlukan
koordinasi yang lebih efektif antarinstansi pemerintah. Menurut Hasibuan (2006),
Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, menyatukan, dan menyelaraskan
pekerjaan para bawahan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif.
Hasibuan juga menekankan bahwa koordinasi diperlukan agar setiap bagian
organisasi tidak berjalan sendiri-sendiri, menghindari tumpang tindih pekerjaan,

serta memastikan kesatuan tindakan, komunikasi, dan tujuan.

Pentingnya koordinasi dalam penanganan masalah sosial ini diperkuat oleh temuan
penelitian seperti studi penelitian di Kabupaten Bondowoso menunjukkan bahwa
kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat diperlukan untuk menangani
masalah sosial karena keterbatasan sumber daya dan kompleksitas masalah
(Juniarto & Syaefullah, 2025). Selain itu, studi di Jambi dan Sukoharjo
menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga sangat penting untuk menangani
masalah sosial anak jalanan dan anak terlantar dengan lebih efektif (Meifindo &
Effendy, 2025); (Victory & Sartika, 2024).

Sejauh ini, Penelitian mengenai anak jalanan di Bandar Lampung hanya berfokus
pada evaluasi peraturan daerah (Pertiwi dkk., 2021) atau eksploitasi anak jalanan
(Farizi dkk., 2025). Belum banyak penelitian yang menelaah secara mendalam

bagaimana proses koordinasi antarinstansi berlangsung dalam penanganan anak
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jalanan di tingkat daerah. Dalam Penelitian ini, teori Koordinasi Hasibuan (2006),
Dijadikan landasan konseptual untuk memahami pelaksanaan koordinasi antar
lembaga. Berdasarkan teori tersebut, Penelitian menganalisis keterlibatan seperti
Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satpol PP, UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi
Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna, serta masyarakat berperan dalam
menjalin koordinasi melalui pengaktifan peran, penyusunan kerangka Kkerja
bersama, mobilisasi sumber daya, dan penyelarasan tindakan, yang menjadi bagian

penting dalam kerja sama lintas lembaga.

Berdasarkan masalah yang diuraikan, penanganan anak jalanan di Kota Bandar
Lampung melibatkan beberapa instansi dengan kewenangan kewenangan yang
berbeda sesuai tugas dan fungsinya. Meskipun telah terdapat regulasi yang menjadi
dasar pelaksanaan program, hingga saat ini belum tersedia pengaturan teknis yang
secara khusus mengatur mekanisme koordinasi lintas instansi secara jelas dan
terstruktur. Pelaksanaan di lapangan masih berjalan berdasarkan kewenangan
masing-masing lembaga, tanpa didukung oleh forum koordinasi yang rutin, standar
operasional bersama, maupun sistem pendataan yang terintegrasi. Kondisi ini
berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam pembagian tugas, alur komunikasi,
serta kesinambungan program pembinaan dan rehabilitasi. Dengan demikian,
persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan keberadaan anak jalanan,
tetapi juga dengan bagaimana koordinasi antarinstansi dijalankan dalam praktiknya.
Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis koordinasi dalam

penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah pelaksanaan koordinasi antarinstansi dalam penanganan anak
jalanan di Kota Bandar Lampung berdasarkan inidkator Hasibuan (2006) yang

meliputi kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin?
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1.3 Tujuan Penelitian

Menganalisis pelaksanaan koordinasi dalam penanganan anak jalanan di Kota
Bandar Lampung berdasarkan aspek kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian

kerja, dan disiplin.
1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengembangan dalam ilmu
administrasi negara, terutama pada mata kuliah birokrasi dan governansi
publik. Khususnya penelitian ini memberikan pemahaman mengenai
baaimana teori koordinasi diterapkan dalam praktik penyelenggaraan
pemerintahan daerah, khususnya dalam penanganan anak jalanan di Kota
Bandar Lampung.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan penelitian dan literatur akademik di bidang Administrasi
Publik, khususnya yang berkaitan dengan praktik koordinasi antarinstansi
pada kebijaan sosial daerah. Penelitian ini menyajikan temuan empiris
mengenai pola hubungan dan peran antaraktor dalam penanganan anak
jalanan, sehingga dapat memperkaya literatur tentang implementasi
koordinasi dalam tata kelola pemerintahan lokal. Selain itu, hasil penelitian
ini dapat dijadikan rujukan akademik bagi studi lanjutan yang membahas
sinergi antara pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat dalam

penyelenggaraan perlindungan anak secara terpadu dan berkelanjutan.

2. Secara Praktis
a. Bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah
Kota Bandar Lampung dalam menyusun kebijakan untuk menangani anak
jalanan yang lebih konsisten. Rekomendasi yang dibuat mencakup
penertiban jangka pendek dan rehabilitasi sosial, pemenuhan hak-hak dasar
anak, dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat.
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b. Bagi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung,Satpol PP, UPTD PRSTS Mardi
Guna, dan masyarakat.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperkuat
koordinasi antarinstansi melalui program penertiban, pembinaan, dan
rehabilitasi sosial yang terintegrasi. Temuan penelitian juga dapat
dimanfaatkan untuk memperbaiki mekanisme kerja sama antar lembaga,
meningkatkan efektivitas pendataan anak jalanan, serta mengoptimalkan
pelibatan masyarakat dalam program pencegahan dan pemberdayaan anak.
Dengan demikian, penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung dapat
dilakukan secara lebih menyeluruh, berkelanjutan, dan berdampak langsung

bagi kesejahteraan anak.



2.1 Penelitian Terdahulu

TINJAUAN PUSTAKA

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No Judu_l, Nama Fokus Penelitian  Hasil Penelitian Relev_a_nS|
Penulis, Tahun Penelitian
1 Kasus Eksploitasi Penelitianini00 00  Hasil penelitian Penelitian ini
Anak (Studi Kasus 00 00000000 menunjukkan bahwa menjelaskan bentuk
Pada Anak Jalanan membahas anak jalanan di Kota eksploitasi dan faktor
Di Bandar Lampung,  eksploitasi terhadap Bandar Lampung penyebab yang dialami
Al Farizi, S., anak jalanan di Kota  mengalami eksploitasi ~ anak jalanan di Bandar
Lanova, A. F., Bandar Lampung ekonomi, fisik, dan Lampung. Namun,
Nurhaliza, sebagai bentuk emosional yang kajiannya lebih
N., & Sulaksono, T. pelanggaran hak berdampak pada berorientasi pada
P. Jurnal Kajian anak. Kajian kesehatan, pendidikan,  kondisi sosial korban
Hukum Dan dilakukan melalui serta kondisi dan aspek
Kebijakan publik pendekatan kualitatif ~ psikologis mereka. perlindungan hak anak,
EISSN 3031- dengan menelusuri Penelitian ini juga sehingga belum
8882,2(2),979-986 pengalaman anak menyoroti belum mengkaji bagaimana
(2025). sebagai korban serta  optimalnya peran koordinasi
mengidentifikasi pemerintah dan antarinstansi
faktor penyebab lembaga terkait dalam  dijalankan dalam
seperti kemiskinan, memberikan penanganannya.
rendahnya perlindungan yang Penelitian tersebut
pendidikan, dan komprehensif. tidak menguraikan
lemahnya pelaksanaan kesatuan
perlindungan hukum. tindakan, komunikasi,
maupun pembagian
kerja antar lembaga
terkait. Oleh karena
itu, penelitian ini
melengkapi kajian
sebelumnya dengan
menganalisis
pelaksanaan koordinasi
antarinstansi secara
lebih terstruktur.
2 Analisis pelaksanaan ~ Penelitian ini Pelaksanaan Perda No.  Penelitian ini
peraturan daerah menyoroti 03 Tahun 2010 belum  mengkaji

nomor 03 tahun 2010
tentang pembinaan
anak jalanan,
gelandangan dan
pengemis di Kota

pelaksanaan
Peraturan Daerah
Nomor 03 Tahun
2010 di Kota Bandar
Lampung, dengan

berjalan optimal.
Penelitian menemukan
sejumlah hambatan,
antara lain komunikasi
yang kurang efektif

pelaksanaan Perda
No. 03 Tahun 2010
dalam pembinaan
anak jalanan,
gelandangan, dan
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Bandar Lampung
Provinsi Lampung.
Rizwanda, M.A. F.,
&

Uluputty, S. (2025).

kolaborasi lintas
sektor antara Satpol
PP dan Dinas Sosial
dalam menangani
gelandangan serta
pengemis di Kota
Bandar Lampung,
dengan
menggunakan
konsep Collaborative
Governance untuk
memahami
koordinasi, peran,
dan keterlibatan
antar lembaga
terkait.

Dinas Sosial, dan
lembaga sosial),
dalam menangani
gelandangan dan
pengemis di Bandar
Lampung, Tetapi
implementasinya
belum maksimal
karena sumber daya
yang terbatas, insentif
yang kurang, dan
distribusi peran yang
tidak seimbang.
Meskipun koordinasi
lintas instansi sudah
ada, tetapi belum
efektif dan inklusif.

No Judu_l, Nama Fokus Penelitian  Hasil Penelitian Relev_a_nS|
Penulis, Tahun Penelitian
Bandar Lampung. fokus pada dengan sasaran, pengemis di Kota
Pertiwi, R., mekanisme keterbatasan dana, Bandar Lampung.
Nasarudin, T. M., penerapan, faktor rendahnya komitmen Meskipun
Perdana, A.P., & penghambat, serta aparat pelaksana, serta  memberikan
Firmanto, A. A. upaya pemerintah minimnya koordinasi gambaran
Jurnal Hukum dalam antar pihak terkait. implementasi
Malahayati 1(2), 92-  mengoptimalkan Selain itu, belum kebijakan, analisisnya
109. (2021) pembinaan terhadap tersedianya panti lebih menekankan
anak jalanan, khusus, anggaran yang  aspek administratif
gelandangan, dan sangat terbatas, dan dan kepatuhan
pengemis. rendahnya partisipasi terhadap regulasi.
masyarakat turut Penelitian tersebut
menjadi kendala belum menelaah
utama. Upaya secara mendalam
optimalisasi yang telah bagaimana
dilakukan meliputi pelaksanaan
pembinaan, razia, koordinasi
perlindungan dan antarinstansi
pendampinggn sosial, berlangsung,
serta pemberian khususnya dalam hal
bantuan Usaha komunikasi
Ekonomi Produktif pembagian i<erja dan
(UEP) sebagai langkah kesatuan tindaka’n di
untuk menekan jumlah . liti
anak jalanan. lapangan. Penelitian
ini hadir untuk
mengkaji aspek
koordinasi tersebut
secara lebih
sistematis.

3 Kolaborasi Penelitian ini Penelitian ini Penelitian ini
Penanganan berfokus pada menekankan membahas kolaborasi
Gelandangan dan bentuk dan pentingnya kolaborasi  antara Satpol PP dan
Pengemis di Kota mekanisme antar (Satpol PP, Dinas Sosial dalam

penanganan
gelandangan dan
pengemis dengan
pendekatan
collaborative
governance, yang
menitikberatkan
pada pola kemitraan
lintas sektor serta
faktor pendukung
dan penghambat
pelaksanaannya.
Penelitian tersebut
berbeda dengan
penelitian ini karena
menggunakan
kerangka analisis
collaborative
governance,
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No

Judul, Nama
Penulis, Tahun

Fokus Penelitian

Hasil Penelitian

Relevansi
Penelitian

sedangkan penelitian
ini berfokus pada
analisis koordinasi
antarinstansi
berdasarkan dimensi
kesatuan tindakan,
komunikasi,
pembagian kerja, dan
disiplin. Selain itu,
objek kajian yang
diteliti juga berbeda,
yaitu gelandangan
dan pengemis
dibandingkan dengan
anak jalanan. Dengan
demikian, penelitian
ini memberikan
perspektif analitis
yang berbeda dalam
konteks penanganan
permasalahan sosial
di Kota Bandar
Lampung.

Permasalahan Anak
Jalanan Di Kota
Bandar Lampung,J
urnal Hukum, Politik
Dan lImu Sosial,
2(3), 235-243.
Rayuza, A., Jaya, F.
A., & Hasan, Z
(2023).

Penelitian ini
berfokus pada
permasalahan sosial
anak jalanan di Kota
Bandar Lampung,
dengan menelaah
penyebab,
karakteristik
perilaku, serta hak-
hak anak yang sering
terabaikan, dan
menekankan
perlunya sistem
penanganan yang
kuat melalui peran
pemerintah dan
lembaga sosial.

Penelitian ini
menunjukkan bahwa
anak jalanan di Bandar
Lampung menghadapi
berbagai masalah,
antara lain kurangnya
perhatian orang tua,
putus sekolah, serta
kerentanan terhadap
kekerasan. Mereka
juga cenderung
menampilkan perilaku
menyimpang seperti
berbohong, berkata
kasar, atau bersikap
agresif, yang
berpengaruh pada
kondisi fisik maupun
psikologis. Anak-anak
tersebut belum
memperoleh
perlindungan hukum,
kasih sayang, dan
pendidikan yang
merupakan hak dasar
mereka. Karena upaya
penanganan yang ada
masih terbatas,
dibutuhkan sistem

Penelitian ini
mengkaji
permasalahan sosial
anak jalanan di Kota
Bandar Lampung,
termasuk faktor
penyebab,
karakteristik
perilaku, serta
pentingnya sistem
penanganan yang
kuat. Namun, kajian
tersebut lebih
berfokus pada aspek
sosial dan normatif
mengenai hak anak,
sehingga belum
menganalisis
pelaksanaan
koordinasi
antarinstansi dalam
penanganan anak
jalanan. Penelitian ini
tidak menguraikan
bagaimana
komunikasi,
pembagian kerja, dan
kesatuan tindakan
antar lembaga
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Judul, Nama
Penulis, Tahun

Fokus Penelitian

Hasil Penelitian

Relevansi
Penelitian

yang lebih kuat serta
dukungan aktif dari
pemerintah,
masyarakat, dan
lembaga terkait untuk
memastikan
pemenuhan hak-hak
mereka.

dilaksanakan. Oleh
karena itu, penelitian
ini melengkapi kajian
sebelumnya dengan
menganalisis
pelaksanaan
koordinasi secara
lebih spesifik.

Kolaborasi Dinas
Sosial dan Satuan
Polisi Pamong Praja
dalam Penanganan
Anak Jalanan,
Gelandangan, dan
Pengemis di Kota
Jambi. Meifindo,

N. H., & Effendy,
M. P. (2025).

Penelitian ini
berfokus pada
analisis kolaborasi
antara Dinas Sosial
dan Satpol PP Kota
Jambi dalam
menangani anak
jalanan,
gelandangan, dan
pengemis dengan
menggunakan teori
Collaborative
Governance untuk
memahami
koordinasi, peran,
serta hambatan
antarinstansi dalam
pelaksanaan
kebijakan sosial
daerah.

Penelitian ini
menemukan bahwa
dalam menangani anak
jalanan, gelandangan,
dan pengemis,
perlunya kolaborasi
antara Dinas Sosial
dan Satpol PP.
Meskipun demikian,
masih ada beberapa
hambatan, seperti
kurangnya sarana
penampungan,kurangn
ya insentif untuk
petugas, dan
koordinasi yang tidak
dilakukan secara
teratur.

Penelitian ini
menyoroti kolaborasi
antara Dinas Sosial
dan Satpol PP dalam
menangani anak
jalanan, gelandangan,
dan pengemis di Kota
Jambi serta
mengidentifikasi
berbagai hambatan
pelaksanaannya.
Meskipun
menunjukkan
pentingnya kerja sama
antarinstansi, kajian
tersebut belum secara
khusus membedah
bagaimana koordinasi
dijalankan dalam
praktik, terutama
terkait komunikasi,
pembagian tugas, dan
kesatuan tindakan.
Oleh karena itu,
penelitian ini
memperdalam analisis
pada aspek
pelaksanaan
koordinasi
antarinstansi secara
lebih terarah.

Collaborative
Governance Dinas
Pemberdayaan
Perempuan
Perlindungan Anak
Dan Pemberdayan
Masyarakat Kota
Pekanbaru Dalam
Penanggul angan
Anak Jalanan Di
Kota Pekanbaru.
Jurnal Mahasiswa

Penelitian ini
berfokus pada
penerapan
collaborative
governance oleh
Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
dan Pemberdayaan
Masyarakat
(DP3APM) Kota
Pekanbaru dalam

Penelitian ini
menunjukkan bahwa
DP3APM, LPAI, dan
masyarakat telah
melakukan kolaborasi
dalam penanggulangan
anak jalanan

di Kota Pekanbaru,
namun penerapannya
belum berjalan optimal
sesuai prinsip
Collaborative

Penelitian ini
menunjukkan
kolaborasi telah
berjalan namun belum
optimal karena dialog
tidak rutin, partisipasi
masyarakat pasif, dan
monitoring lemah.
Secara metodologis,
kajian masih bersifat
deskriptif dan belum
menganalisis secara
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Penanganan Anak
Jalanan DI Kota
Semarang Provinsi
Jawa Tengah Asyifa,
K. R. (2025).

dinamika kolaborasi
antara Satpol PP,
Dinas Sosial, dan
Yayasan Anantaka
dalam menangani
anak jalanan di Kota
Semarang. Fokus
utamanya adalah
menilai efektivitas
kolaborasi lintas
instansi dalam
kerangka
collaborative
governance,
mengidentifikasi
kendala seperti
ketimpangan sumber
daya, lemahnya
komunikasi, dan
kurangnya insentif,
serta memberikan
rekomendasi untuk
memperkuat sinergi
agar penanganan anak
jalanan lebih
berkelanjutan dan
partisipatif.

menunjukkan bahwa
kolaborasi antara
Dinas Sosial dan
Satpol PP di Semarang
kurang efektif dalam
menangani anak
jalanan. Kendala yang
dihadapi seperti
Fasilitas yang terbatas,
tenaga kerja yang
kurang, dan
keterlibatan
masyarakat yang
rendah. Meskipun
demikian, telah
dilakukan upaya
berupa kegiatan
pembinaan, penertiban,
dan sosialisasi.

No Judu_l, Nama Fokus Penelitian  Hasil Penelitian Relev_a_nS|
Penulis, Tahun Penelitian
Pemerintah an, 317- menanggulangi anak  Governance. Berbagai mendalam
325. Wati, P., & jalanan, dengan kendala muncul dalam  pelaksanaan
Febrian, R. A. menelaah bentuk proses kolaborasi, koordinasi
(2025). kolaborasi antara seperti koordinasi berdasarkan dimensi
pemerintah, lembaga  antaraktor yang belum  kesatuan tindakan,
perlindungan anak, terstruktur, keterlibatan komunikasi,
dan masyarakat serta  masyarakat yang pembagian kerja, dan
hambatan yang belum merata, disiplin. Oleh karena
dihadapi dalam dukungan keluarga itu, penelitian ini
kolaborasi tersebut. yang lemah, serta melengkapi dengan
terbatasnya fasilitas analisis koordinasi
dan layanan antarinstansi secara
pendampinganyang  |ebjh terfokus pada
diperlukan untuk keempat dimensi
keberlanjutan program. (ersebut.
Selain itu, meskipun
telah tersedia landasan
regulasi melalui
Peraturan Walikota
Pekanbaru No.
36/2016,
jumlah anak jalanan di
Pekanbaru tetap
menunjukkan
peningkatan.
7 Kolaborasi Penelitian ini meneliti ~ Penelitian ini Penelitian ini

membahas kolaborasi
penanganan anak
jalanan dalam
perspektif
collaborative
governance, namun
belum menguraikan
secara spesifik
pelaksanaan
koordinasi
berdasarkan dimensi
kesatuan tindakan,
komunikasi,
pembagian kerja, dan
disiplin, sehingga
penelitian ini mengisi
celah tersebut dengan
menganalisis secara
lebih terstruktur
bagaimana koordinasi
antarinstansi
dijalankan pada setiap
aspek tersebut di Kota
Bandar Lampung.
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Sosial dengan
Instansi Terkait
dalam Penanganan
Anak Jalanan Usia
Sekolah

di Kabupaten
Subang. Jurnal
Administrasi Publik,
8 (2). Maruf,

K., & Rinaldi, G. N.
(2024).

Dinas Sosial dengan
instansi terkait
menggunakan
indikator
kewenangan dan
tanggung jawab,
komunikasi, kontrol,
serta kepemimpinan.

koordinasi dinilai
belum optimal karena
masih terdapat
tumpang tindih peran,
komunikasi yang tidak
berjalan konsisten,
serta lemahnya fungsi
pengendalian dan
kepemimpinan.

No Judu_l, Nama Fokus Penelitian  Hasil Penelitian Relev_a_nS|
Penulis, Tahun Penelitian
8 Perlindungan Hukum  Penelitian ini Penelitian ini Penelitian ini
dan Psikologi membahas menunjukkan anak membahas
Terhadap Anak perlindungan hukum  yang hidup di jalanan  perlindungan hukum
Jalanan Dalam dan psikologis bagi rentan menghadapi dan psikologis anak
Perspektif HAM. anak jalanan tekanan emosional dan  jalanan melalui
Socius: Jurnal berdasarkan trauma, serta pendekatan yuridis
Penelitian lImu-llmu  perspektif hak asasi diskriminasi dan normatif berbasis
Sosial, 1(3), 5-10. manusia. Kajian kekerasan fisik HAM, namun belum
Yuliani, E. D. difokuskan pada maupun seksual. mengkaji pola
(2023). faktor penyebab anak  Dalam kebanyakan koordinasi
menjadi anak jalanan  kasus, masalah antarinstansi, tidak
seperti kemiskinan, keluarga, kondisi menganalisis struktur
keluarga, dan ekonomi yang sulit, hubungan
lingkungan serta dan lingkungan sekitar kelembagaan, serta
pentingnya adalah penyebab utama 42k menelaah
pemberdayaan mereka berada di jalan.  4imensi operasional
melalui rumah Oleh karena itu, seperti kesatuan
singgah untuk perlindungan hukum, tindakan, komunikasi,
memulihkan kondisi bantuan psikologis, pembagian kerja, dan
mental dan dan upaya disiplin sehingga;
membentuk pola pemberdayaan melalui berbedé dengan
pikir positif anak rumah singgah R
: ! penelitian ini yang
jalanan agar dapat diperlukan untuk secara empiris
hidup layak dan mengubah perspektif meneanalisis
berdaya secara anak jalanan. pelal%sanaan
sosial. koordinasi
antarinstansi dalam
penanganan anak
jalanan di Kota Bandar
Lampung.
9 Koordinasi Dinas Menelaah koordinasi ~ Pelaksanaan Penelitian ini mengkaji

koordinasi dalam
penanganan anak
jalanan dengan
menggunakan
indikator kewenangan,
kontrol, dan
kepemimpinan sebagai
dasar analisis.
Kerangka tersebut
belum secara spesifik
menguraikan
pelaksanaan
koordinasi
berdasarkan dimensi
kesatuan tindakan,
pembagian kerja, dan
disiplin sebagaimana
dirumuskan dalam
penelitian ini. Selain
itu, hubungan kerja
antarinstansi belum
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No

Judul, Nama
Penulis, Tahun

Fokus Penelitian

Hasil Penelitian

Relevansi
Penelitian

dianalisis sebagai satu
rangkaian proses
koordinasi yang
terstruktur dari tahap
penertiban hingga
tindak lanjut
pembinaan. Penelitian
ini melengkapi kajian
sebelumnya dengan
menelaah pelaksanaan
koordinasi secara
sistematis
berdasarkan empat
dimensi yang saling
berkaitan.

10

Koordinasi
Pemerintah dalam
Penanganan Anak
Jalanan di Kota
Jambi (Doctoral
dissertation, llmu
Pemerintahan).
Wibowo, A. (2024).

Mengkaji
pelaksanaan
koordinasi
antarinstansi dalam
penanganan anak
jalanan
menggunakan
dimensi kesatuan
tindakan,
komunikasi,
pembagian kerja, dan
disiplin.

Koordinasi telah
berjalan melalui
pembagian peran
antarinstansi, namun
masih menghadapi
kendala pada
konsistensi
komunikasi,
keterbatasan sumber
daya, serta
kesinambungan
pelaksanaan
pembinaan.

Penelitian ini telah
menggunakan dimensi
kesatuan tindakan,
komunikasi,
pembagian kerja, dan
disiplin sebagai
kerangka analisis.
Namun, penelitian
tersebut dilakukan
dalam konteks Kota
Jambi dengan
dinamika kelembagaan
yang berbeda.
Penelitian ini
memperluas kajian
tersebut dengan
menganalisis
pelaksanaan keempat
dimensi koordinasi
dalam konteks Kota
Bandar Lampung
sesuai rumusan
masalah yang telah
ditetapkan.

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka dapat dilihat bahwa kajian-kajian
sebelumnya membahas penanganan anak jalanan melalui perspektif perlindungan
hukum, implementasi kebijakan daerah, serta kolaborasi antarinstansi dalam
kerangka collaborative governance. Beberapa penelitian telah mengkaji aspek

koordinasi, termasuk menggunakan dimensi kesatuan tindakan, komunikasi,
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pembagian kerja, dan disiplin, namun belum secara spesifik menelaah bagaimana
keempat dimensi tersebut dijalankan dalam praktik penanganan anak jalanan di
Kota Bandar Lampung, khususnya pada keterkaitan antarinstansi mulai dari tahap
penertiban, pendataan, hingga pembinaan lanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini
menganalisis pelaksanaan koordinasi berdasarkan Teori Koordinasi menurut
Hasibuan (2006) dengan melibatkan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satpol
PP, UPTD PRSTS Mardi Guna, dan masyarakat sebagai aktor yang terlibat.

2.2 Tinjauan Tentang Koordinasi

Dalam penyelenggaraan suatu program, diperlukan pengelolaan yang baik agar
kegiatan yang dilakukan dapat berjalan secara terarah dan mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan tersebut adalah

koordinasi antar pihak yang terlibat.

Koordinasi merupakan bagian dari fungsi manajemen. Menurut Henry Fayol dalam
Kurdi & HRA (2023), fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, dan pengoordinasian yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan
organisasi. Dengan demikian, koordinasi memiliki peran penting dalam
menyatukan berbagai kegiatan agar pelaksanaan program dapat berjalan secara

efektif dan selaras.

2.2.1 Definisi Koordinasi

Koordinasi merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen yang bertujuan
untuk mengintegrasikan dan menyatukan seluruh kegiatan organisasi agar berjalan
efektif dan efisien. Hasibuan (2006) menjelaskan bahwa koordinasi adalah proses
menyatukan, mengarahkan, dan menyelaraskan berbagai kegiatan di dalam
organisasi sehingga semua bagian bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Hasibuan menegaskan bahwa tanpa adanya koordinasi,
fungsi-fungsi manajemen lainnya tidak akan berjalan dengan baik karena masing-
masing bagian akan bekerja secara terpisah dan dapat menimbulkan kekacauan

dalam pelaksanaan tugas.
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Menurut Hasibuan (2006), koordinasi memiliki posisi sentral dalam kegiatan
manajemen karena berperan sebagai penghubung antara fungsi perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Semua fungsi tersebut hanya
dapat berjalan secara terpadu apabila dilakukan koordinasi yang efektif. Fungsi
koordinasi juga memastikan bahwa setiap kegiatan dalam organisasi dilakukan
sesuai dengan urutan, waktu, dan tanggung jawab masing-masing bagian, sehingga
tercipta keterpaduan tindakan dalam mencapai hasil kerja yang optimal. Lebih
lanjut, Hasibuan (2006) menyatakan bahwa koordinasi tidak hanya berfungsi
menyatukan pekerjaan antarbagian, tetapi juga berperan dalam menciptakan
suasana kerja sama dan saling pengertian antaranggota organisasi. Dalam
pandangannya, keberhasilan organisasi sangat tergantung pada kemampuan
manajer untuk melaksanakan koordinasi yang baik, sebab koordinasi merupakan
dasar untuk menghindari duplikasi pekerjaan, kesalahan informasi, dan
pemborosan sumber daya.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN RI, 2014),
yang menyebutkan bahwa koordinasi merupakan kegiatan menyatukan berbagai
tindakan dari unit-unit yang berbeda dalam organisasi untuk menciptakan
efektivitas kerja danketerpaduan kebijakan. LAN RI menegaskan bahwa koordinasi
diperlukan agar kebijakan dan program antarinstansi tidak saling tumpang tindih
dan dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Selain
itu, dalam bahan ajar Koordinasi dan Kolaborasi yang diterbitkan oleh (LAN Ri,
2014), dijelaskan pula bahwa koordinasi merupakan bentuk komunikasi dan kerja
sama antarpejabat serta unit organisasi untuk mencapai hasil yang serasi dan sesuai
arah kebijakan pimpinan.Melalui koordinasi, setiap pegawai dapat memahami
perannya dalam sistem kerja yang lebih besar, sehingga organisasi dapat bergerak

secara efisien dan sinergis.

Selanjutnya, Menurut George R. Terry dalam Hasibuan (2001) yang dikutip oleh
Riandhana, T. E., & Halifah, N. (2025) menjelaskan bahwa koordinasi merupakan
usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah serta waktu yang tepat
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dalam mengarahkan pelaksanaan agar menghasilkan tindakan yang seragam dan
harmonis terhadap sasaran yang telah ditentukan.

Senada dengan pendapat tersebut, menurut Ndraha (2013) dalam Wardani, A. P., &
Rinderiyana, R. (2024), koordinasi adalah proses kesepakatan bersama antara
berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda untuk mencapai tujuan yang disepakati
bersama, di mana keberhasilan satu kegiatan tidak boleh bertentangan dengan
kegiatan lainnya. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa
koordinasi memiliki peran penting dalam mengharmoniskan seluruh aktivitas
organisasi agar setiap bagian bergerak selaras dan konsisten dengan arah

pencapaian tujuan bersama.

Menurut Martius (2023) dalam buku pengantar ilmu manajemen, koordinasi adalah
usaha mengintegrasikan kegiatan dari berbagai bagian organisasi agar menjadi satu
kesatuan dalam pelaksanaan tugas menuju pencapaian tujuan bersama. Martius
menekankan bahwa koordinasi menuntut kemampuan manajer untuk
menghubungkan, mengarahkan, dan menyatukan kegiatan bawahan agar tercipta
keselarasan dalam tindakan dan hasil kerja. Pendapat lain disampaikan oleh (Silaen
Dkk., 2022) dalam buku asas-asas manajemen yang menyatakan bahwa koordinasi
merupakan proses pengintegrasian kegiatan antarunit organisasi agar semua bagian
bekerja secara serasi dan tidak saling bertentangan. Mereka menegaskan bahwa
koordinasi bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan juga proses sosial yang

membangun komunikasi dua arah dan kesepahaman antara pimpinan dan bawahan.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa koordinasi
memiliki esensi sebagai proses penyatuan kegiatan dan sumber daya dalam
organisasi melalui kesatuan tindakan, komunikasi, dan pembagian kerja untuk
mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif. Teori koordinasi menempatkan
peran manajer sebagai pengarah dan pengendali agar seluruh bagian organisasi
menjalankan tugas sesuai peran masing-masing secara tertib dan terkontrol. Dengan
demikian, koordinasi bukan hanya fungsi administratif, tetapi juga fungsi sosial dan
psikologis yang memperkuat keteraturan dan ketaatan, serta menjamin seluruh

kegiatan organisasi berjalan harmonis menuju tujuan yang sama.
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2.2.2 Prinsip-Prinsip Koordinasi

Koordinasi merupakan konsep penting dalam manajemen yang banyak dibahas oleh
para ahli dengan sudut pandang yang beragam. Perbedaan tersebut menunjukkan
bahwa koordinasi dapat dipahami melalui berbagai pendekatan, tergantung pada
fokus kajian yang digunakan dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam
penelitian ini dipaparkan beberapa konsep koordinasi sebagai bahan perbandingan,

yaitu menurut Handayaningrat, Hasibuan, dan Handoko.
1. Koordinasi Menurut Handyaningrat

Menurut Handayaningrat dalam Noviana (2017), efektivitas koordinasi dapat
dilihat melalui beberapa indikator utama sebagai berikut:

1) Komunikasi

Komunikasi menjadi elemen utama dalam mendukung terciptanya koordinasi yang
efektif. Dalam hal ini, komunikasi berkaitan dengan tersedianya informasi yang
relevan, akurat, serta disampaikan secara tepat waktu guna menunjang proses
pengambilan keputusan. Informasi yang disampaikan harus memuat data yang
lengkap, seperti kondisi, jumlah, lokasi, serta kebutuhan pihak yang menjadi
sasaran. Selain itu, alur penyampaian informasi antar pihak juga perlu berjalan
dengan baik agar tidak terjadi hambatan dalam koordinasi. Baik komunikasi formal
maupun informal harus mampu menjamin bahwa seluruh pihak, baik internal
maupun eksternal, memperoleh akses informasi yang sama. Pemanfaatan teknologi
informasi juga dapat mendukung kelancaran komunikasi, misalnya melalui sistem

berbasis digital yang memungkinkan pertukaran data secara cepat dan real-time.
2) Kesadaran akan Pentingnya Koordinasi

Tingkat kesadaran terhadap pentingnya koordinasi mempengaruhi bagaimana
setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya dalam suatu kegiatan
bersama. Hal ini mencakup pemahaman para pelaksana terhadap prosedur, tujuan,

serta manfaat dari koordinasi itu sendiri. Selain itu, diperlukan keselarasan antara



27

tujuan, strategi, dan tindakan yang dilakukan oleh masing-masing pihak agar
seluruh kegiatan dapat berjalan searah dan saling mendukung dalam mencapai

tujuan bersama.
3) Kompetensi Partisipan

Keberhasilan koordinasi juga ditentukan oleh kemampuan atau kompetensi dari
individu yang terlibat. Hal ini mencakup keterlibatan pejabat yang memiliki
kewenangan dalam proses koordinasi agar keputusan yang dihasilkan memiliki
kekuatan untuk dilaksanakan. Selain itu, kehadiran tenaga ahli yang sesuai dengan
bidangnya juga menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan
yang diambil didasarkan pada pengetahuan yang memadai, sehingga pelaksanaan

kegiatan dapat berjalan lebih efektif.
4) Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif

Aspek ini berkaitan dengan adanya kesepahaman antar pihak mengenai tujuan,
peran, serta langkah-langkah yang harus dilakukan. Kesepakatan yang jelas akan
memudahkan pelaksanaan kegiatan secara terarah. Komitmen dari masing-masing
pihak juga diperlukan agar rencana yang telah disusun dapat diimplementasikan
secara konsisten. Selain itu, penerapan sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan
kewajibannya dapat meningkatkan kedisiplinan, sementara pemberian insentif
dapat mendorong partisipasi aktif serta meningkatkan motivasi dalam menjalankan

tugas koordinasi.
5) Kontinuitas Perencanaan

Koordinasi tidak bersifat sementara, melainkan merupakan proses Yyang
berlangsung secara terus-menerus. Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi dan
umpan balik secara berkelanjutan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas
koordinasi yang telah dilakukan. Masukan dari berbagai pihak, termasuk dari
lapangan, menjadi dasar dalam melakukan perbaikan. Selain itu, kemampuan untuk
menyesuaikan rencana berdasarkan hasil evaluasi juga penting agar koordinasi

tetap relevan dengan kondisi yang berkembang.
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2. Koordinasi Menurut Hasibuan (2006)

Hasibuan memandang koordinasi sebagai bagian dari fungsi manajemen yang
berperan dalam menyelaraskan berbagai kegiatan agar tujuan organisasi dapat
tercapai secara efektif. Dalam pandangannya, koordinasi dapat dianalisis melalui

beberapa indikator berikut:
1) Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan dalam koordinasi dapat dimaknai sebagai usaha untuk
menyelaraskan berbagai aktivitas kerja yang dilaksanakan oleh individu maupun
unit organisasi agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Dalam manajemen, koordinasi
berperan untuk mengarahkan serta memadukan pelaksanaan pekerjaan sehingga
seluruh kegiatan tetap bergerak dalam satu garis pencapaian tujuan organisasi. Oleh
karena itu, kesatuan tindakan menjadi landasan penting untuk mencegah terjadinya
tumpang tindih pekerjaan maupun pertentangan dalam pelaksanaan tugas. Kesatuan
tindakan juga berkaitan dengan peran pimpinan dalam mewujudkan koordinasi
yang efektif melalui pengaturan waktu dan pembagian kegiatan setiap individu.
Pengaturan tersebut bertujuan agar hasil kerja yang dicapai selaras dengan tujuan
yang telah direncanakan. Kesatuan tindakan yang terlaksana dengan baik
merupakan inti dari koordinasi, karena koordinasi menuntut adanya kesadaran dari
setiap anggota organisasi untuk saling menyesuaikan diri terhadap tugas yang
diberikan. Dengan demikian, anggota organisasi tidak bekerja secara individual

atau bergerak tanpa keterkaitan dengan pihak lain.
2) Komunikasi

Komunikasi merupakan unsur mendasar dalam kehidupan manusia yang berkaitan
dengan proses penyampaian informasi. Istilah komunikasi berasal dari kata
communication dalam bahasa Latin yang mengandung makna berbagi atau
menyampaikan pesan. Dalam lingkungan organisasi, komunikasi memiliki peranan
yang sangat penting karena menjadi sarana bagi pimpinan untuk menyampaikan
informasi maupun penugasan kepada bawahan. Lebih lanjut, dalam pelaksanaan
koordinasi, komunikasi tidak dapat dipisahkan karena sebagian besar aktivitas
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koordinasi dalam organisasi berlangsung melalui proses komunikasi. Melalui
komunikasi inilah keterkaitan antarbagian dapat terbangun dan kegiatan organisasi

dapat diarahkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
3) Pembagian Kerja

Pembagian kerja dapat dipahami sebagai proses penguraian dan penetapan tugas
kepada setiap individu dalam organisasi, sehingga masing-masing anggota
memiliki tanggung jawab yang jelas atas pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan.
Secara konseptual, tujuan organisasi tidak dapat dicapai melalui upaya perorangan,
melainkan memerlukan keterlibatan banyak pihak yang bekerja secara bersama-
sama. Kelompok yang melaksanakan pekerjaan secara terkoordinasi dan saling
mendukung akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan apabila
pekerjaan dilakukan secara terpisah. Oleh karena itu, pembagian kerja menjadi
prinsip mendasar dalam organisasi, karena melalui pembagian tugas yang jelas
diharapkan seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai peran masing-masing dan

mendukung pencapaian tujuan organisasi.
4) Disiplin

Menurut Hasibuan (2006), disiplin kerja berkaitan dengan sikap individu dalam
organisasi yang menunjukkan kesadaran serta kemauan untuk mematuhi berbagai
aturan dan norma yang berlaku. Kepatuhan tersebut menjadi unsur penting dalam
menunjang pelaksanaan pekerjaan agar dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, teori Koordinasi Hasibuan (2006) digunakan
sebagai landasan analisis karena dianggap lebih tepat untuk menjelaskan hubungan
kerja antarinstansi pemerintah dalam struktur birokrasi daerah. Pendekatan
Collaborative Governance memang banyak digunakan dalam kajian kolaborasi
lintas sektor, terutama yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah
dalam proses pengambilan keputusan secara bersama dan setara. Namun,
berdasarkan kondisi penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung, pola
interaksi yang berlangsung masih berfokus pada koordinasi antarperangkat daerah
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sesuai dengan pembagian kewenangan yang telah ditetapkan secara administratif.
Dengan demikian, teori Koordinasi Hasibuan dinilai lebih sesuai karena
menyediakan indikator yang lebih operasional, seperti kesatuan tindakan,
komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin, untuk menganalisis dinamika relasi

birokrasi formal antarinstansi di tingkat daerah.
3. Koordinasi Menurut Handoko (2003)

Menurut Handoko, pelaksanaan koordinasi yang berjalan dengan baik dalam suatu

organisasi memberikan sejumlah dampak positif terhadap efektivitas kerja.

e Koordinasi mampu mengurangi kemungkinan munculnya perasaan terpisah
atau kurang terhubung antar unit kerja maupun antar pejabat dalam organisasi.

e Koordinasi juga dapat mencegah timbulnya persepsi adanya pihak atau unit
tertentu yang dianggap lebih berkuasa dibandingkan yang lain.

e Dengan adanya koordinasi yang baik, potensi konflik antar bagian dalam
organisasi dapat ditekan sehingga hubungan kerja menjadi lebih harmonis.

¢ Koordinasi membantu menghindari terjadinya kekosongan tugas atau kelalaian
dalam pelaksanaan pekerjaan organisasi.

e Koordinasi mendorong meningkatnya kesadaran setiap anggota organisasi
untuk saling bekerja sama dan mendukung satu sama lain dalam mencapai

tujuan bersama.

Berdasarkan beberapa konsep yang telah diuraikan, penelitian ini menggunakan
teori koordinasi menurut Hasibuan (2006) sebagai landasan analisis. Hasibuan
memandang koordinasi sebagai bagian dari fungsi manajemen yang berperan dalam
menyelaraskan berbagai kegiatan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara

efektif dan terarah.

Pemilihan teori ini didasarkan pada kesesuaian indikator yang dikemukakan dengan
kondisi empiris di lapangan, khususnya dalam penanganan anak jalanan di Kota
Bandar Lampung yang melibatkan berbagai instansi pemerintah. Indikator kesatuan
tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin dinilai lebih operasional serta
mampu menggambarkan dinamika hubungan kerja antar lembaga secara konkret.
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Melalui penggunaan indikator tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis
bagaimana proses koordinasi berlangsung, terutama dalam hal keterpaduan
pelaksanaan kegiatan, kejelasan peran masing-masing instansi, serta interaksi yang

terbangun dalam mendukung pencapaian tujuan bersama.
2.3 Upaya Penanganan Anak Jalanan
2.3.1 Pengertian Anak Jalanan

Anak jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial yang hingga saat ini masih
banyak ditemukan, terutama di wilayah perkotaan. Keberadaan anak jalanan
umumnya berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan akses
pendidikan, serta lemahnya sistem perlindungan terhadap anak. Dalam kehidupan
sehari-hari, anak jalanan identik dengan aktivitas yang dilakukan di ruang publik

seperti jalan raya, terminal, maupun tempat umum lainnya.

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2018), anak jalanan adalah
anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan atau tempat umum,
baik untuk bekerja maupun melakukan aktivitas lainnya. Definisi ini menekankan

pada intensitas keberadaan anak di jalan sebagai bagian dari kesehariannya.

Sementara itu, Trustisari (2022) menjelaskan bahwa anak jalanan tidak hanya
merujuk pada anak yang berada di jalan, tetapi juga mencakup anak-anak yang
mengalami keterbatasan hubungan dengan keluarga, sekolah, dan lingkungan
sosialnya. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan menjalani kehidupan yang

cenderung berpindah-pindah dan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap.

Berdasarkan kedua pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa anak jalanan
merupakan anak yang sebagian atau seluruh aktivitas hidupnya berlangsung di
jalanan, baik karena tuntutan ekonomi, kondisi keluarga, maupun faktor sosial
lainnya. Situasi ini menyebabkan mereka berada dalam kondisi rentan, terutama
dalam hal pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, perlindungan, dan

kesejahteraan.
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Dengan demikian, anak jalanan dapat dikategorikan sebagai kelompok anak yang
memerlukan perhatian khusus, baik dari pemerintah maupun masyarakat, guna
memastikan terpenuhinya hak-hak mereka serta mendukung perkembangan yang

optimal.
2.3.2 Dasar Hukum Penanganan Anak Jalanan

Landasan hukum mengenai perlindungan anak di Indonesia berpijak pada Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat
(2) yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,
dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Ketentuan konstitusional ini menjadi fondasi utama bagi setiap peraturan

perundang-undangan yang mengatur hak-hak anak.

Sebagaimana dijelaskan oleh Saraswati (2015), negara memiliki tanggung jawab
untuk menjamin perlindungan terhadap anak melalui berbagai instrumen hukum,
baik di tingkat nasional maupun internasional. Bentuk konkret tanggung jawab
tersebut antara lain diwujudkan melalui Konvensi Hak Anak (Keputusan Presiden
Nomor 36 Tahun 1990), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan
penyempurnaannya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak. Prinsip-prinsip yang melandasi regulasi tersebut meliputi asas
non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), hak

untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Pada tingkat daerah, Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan
Pengemis sebagai dasar dalam pelaksanaan penanganan anak jalanan. Peraturan
daerah tersebut mengatur berbagai bentuk penanganan, mulai dari upaya
pencegahan, penertiban, pembinaan sosial, hingga rehabilitasi sosial terhadap anak
jalanan dan kelompok rentan lainnya. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Kota
Bandar Lampung sebagai instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) dan UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
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(PRSTS) Mardi Guna. Keterlibatan lembaga tersebut dilakukan melalui kegiatan
penjangkauan, penertiban, pembinaan sosial, hingga rehabilitasi sosial bagi anak

jalanan.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga menetapkan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai bentuk
penguatan perlindungan hak anak di daerah. Peraturan ini menegaskan bahwa anak,
termasuk anak jalanan, merupakan kelompok yang harus memperoleh
perlindungan, pembinaan, serta pemenuhan hak secara layak sesuai dengan prinsip

perlindungan anak.

Selain melalui peraturan daerah, pelaksanaan penanganan anak jalanan juga
didukung oleh Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.
Peraturan tersebut mengatur kedudukan serta tugas perangkat daerah dalam
penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, termasuk pelaksanaan pembinaan

dan rehabilitasi sosial bagi anak jalanan.

Selain itu, pengaturan tentang kesejahteraan anak juga tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam Pasal 1 ayat
(1) dinyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan
material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam
konteks anak jalanan, ketentuan ini menegaskan bahwa mereka termasuk dalam
kelompok masyarakat rentan yang berhak atas program kesejahteraan sosial dan
rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Secara normatif, ketentuan perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), anak adalah seseorang yang
belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Sementara itu, Pasal 4 menegaskan anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
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Lebih lanjut, Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah,
dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang
berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak
tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang
menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan,
perdagangan, dan anak yang berada di jalan. Adapun Pasal 21 menegaskan bahwa
negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib menghormati dan menjamin hak
asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,

etnik, budaya, dan bahasa.

Dengan demikian, dasar hukum penanganan anak jalanan di Indonesia tersusun

secara berlapis, meliputi:

1. Hukum konstitusional, yaitu UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) sebagai dasar
pengakuan hak anak.

2. Hukum nasional, berupa UU No. 11 Tahun 2009 dan UU No. 35 Tahun 2014
yang menjadi kerangka perlindungan dan kesejahteraan anak.

3. Hukum daerah, yaitu Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun
2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak,
serta Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2021 yang
mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah dalam penanganan anak

jalanan.

Seluruh instrumen tersebut menunjukkan bahwa penanganan anak jalanan bukan
hanya bersifat administratif, melainkan merupakan tanggung jawab konstitusional
negara dan pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak anak agar terlindungi

secara menyeluruh, bermartabat, serta berkesinambungan.
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2.3.3 Lembaga Pemerintah dalam Penanganan Anak Jalanan

Dalam pelaksanaan penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung,
keterlibatan berbagai instansi pemerintah berpedoman pada ketentuan dalam
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan
Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Pada Pasal 13 ayat (1) diatur bahwa
setiap orang, termasuk anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, dilarang
melakukan aktivitas seperti mengemis, mengamen, maupun menggelandang di
ruang-ruang publik dan jalanan. Selanjutnya pada Pasal 13 ayat (2) ditegaskan
bahwa setiap orang atau kelompok juga dilarang melakukan kegiatan mengemis
dengan mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan, termasuk penggunaan
alat bantu yang dapat membahayakan keselamatan, keamanan, serta ketertiban

pengguna fasilitas umum.

Selain itu, dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diatur bahwa masyarakat tidak
diperbolehkan memberikan uang atau barang kepada anak jalanan, gelandangan,
maupun pengemis di tempat umum. Ketentuan ini juga mencakup pengemis yang
mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan serta pelaku yang
menggunakan modus tertentu, seperti berpura-pura memiliki keterbatasan fisik

untuk menarik simpati masyarakat.

Ketentuan tersebut menjadi dasar normatif dalam pelaksanaan penanganan anak
jalanan di lapangan. Dalam implementasinya, penanganan dilakukan oleh berbagai
perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, seperti Dinas
Sosial Kota Bandar Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Namun demikian, dalam Peraturan Daerah
tersebut belum diatur secara rinci mengenai pembagian peran maupun mekanisme
koordinasi antarinstansi, sehingga pelaksanaan di lapangan masih cenderung

berjalan berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan perlindungan
anak, termasuk anak jalanan yang merupakan kelompok anak rentan. Menurut

Nursariani & Faisal (2018), upaya perlindungan anak tidak hanya menjadi
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kewajiban pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah sebagai pelaksana
kebijakan di wilayah masing-masing. Sebagaimana dijelaskan Saraswati (2015)
dalam buku Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Pemerintah diwajibkan
menyediakan sarana dan program yang mencakup pelayanan sosial, pendidikan,
dan pembinaan, agar setiap anak dapat memperoleh hak-haknya secara layak,
Pelaksanaan tanggung jawab ini diatur melalui berbagai kebijakan seperti Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta program

rehabilitasi sosial yang diimplementasikan oleh dinas-dinas terkait di daerah.

Pelaksanaan penanganan anak jalanan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor
antarinstansi pemerintah. Berdasarkan Pedoman Pelayanan Kesehatan Anak Jalanan
(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018), lembaga pemerintah yang terlibat
meliputi Dinas Sosial, dan aparat penegak ketertiban seperti Satuan Polisi Pamong
Praja. Dinas Sosial berperan sebagai koordinator utama dalam pembinaan, rehabilitasi,
serta pemberdayaan sosial anak jalanan. Sementara itu, Satpol PP bertugas melakukan
penjangkauan di lapangan dan mengarahkan anak jalanan untuk mengikuti pembinaan
di lembaga sosial. Koordinasi ini menggambarkan pelaksanaan perlindungan anak
yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan pembinaan

anak secara menyeluruh.

Selain itu, peran pekerja sosial menjadi bagian penting dari sistem perlindungan
anak yang dijalankan oleh lembaga pemerintah. Menurut Trustisari (2022) dalam
buku pekerja sosial pada anak jalanan, pekerja sosial merupakan tenaga profesional
yang berada di bawah lembaga pemerintah seperti Kementerian Sosial, Dinas
Sosial, atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pekerja sosial berperan dalam
melakukan asesmen, memberikan pendampingan, serta melaksanakan pembinaan
dan resosialisasi bagi anak jalanan agar mampu beradaptasi kembali dengan
lingkungan sosialnya. Dalam konteks Provinsi Lampung, peran tersebut
dilaksanakan oleh UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS)
Mardi Guna, yang berada di bawah naungan Dinas Sosial (Felly, 2023). Lembaga
ini melaksanakan proses rehabilitasi sosial melalui tahapan identifikasi, bimbingan,

pelatihan keterampilan, dan pembinaan keagamaan, sehingga anak-anak binaan
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tidak hanya mendapatkan pemulihan fisik tetapi juga mental dan spiritual
(Yudhanto Dkk., 2025)

Melalui berbagai lembaga yang memiliki fungsi dan kewenangan berbeda,
pemerintah berupaya memastikan bahwa penanganan anak jalanan tidak berhenti
pada aspek penertiban semata, melainkan juga diarahkan pada proses pemulihan
kondisi sosial, psikologis, serta peningkatan kapasitas anak agar dapat mandiri.
Pendekatan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menggeser pola
penanganan dari tindakan yang bersifat represif menuju strategi yang lebih humanis
dan partisipatif. Keterlibatan lintas sektor antara Dinas Sosial Kota Bandat
Lampung, Satpol PP , serta peran aktif para pekerja sosial di UPTD PRSTS Mardi
Guna menjadi bukti bahwa pemerintah berusaha membangun sinergi kelembagaan
yang terkoordinasi dan saling mendukung. Melalui koordinasi dan kerja sama
antarlembaga tersebut, diharapkan lahir suatu sistem perlindungan anak yang
komprehensif tidak hanya berorientasi pada penegakan ketertiban, tetapi juga
menekankan keberlanjutan proses rehabilitasi, pemberdayaan, dan pemenuhan hak-

hak anak secara adil serta berkesinambungan.
2.4 Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan teori dan hasil penelitian sebelumnya, kajian ini
menggunakan Teori Koordinasi dari Hasibuan (2006) sebagai kerangka analisis
penelitian. Teori ini menekankan pentingnya penyatuan dan penyelarasan kegiatan
antarunit kerja agar setiap bagian organisasi dapat bergerak searah dalam mencapai
tujuan bersama. Prinsip-prinsip dalam teori ini meliputi kesatuan tindakan,
komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Prinsip-prinsip tersebut dinilai penting
untuk memahami upaya penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung yang
memerlukan koordinasi terarah antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat.
Aktor yang terlibat mencakup Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satpol PP Kota
Bandar Lampung, UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS)
Mardi Guna, serta masyarakat. Keempatnya memiliki peran yang saling
melengkapi dalam pembinaan, penertiban, rehabilitasi, dan pencegahan.
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Kerangka pemikiran ini membahas dinamika koordinasi antaraktor dengan
mengacu pada enam prinsip utama teori koordinasi Hasibuan. Prinsip-prinsip
tersebut digunakan untuk mengevaluasi efektivitas koordinasi antarlembaga dalam

menangani permasalahan anak jalanan di Kota Bandar Lampung.

Pelaksanaan penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung masih
menghadapi kendala dalam koordinasi antarinstansi, yang terlihat dari
belum selarasnya pelaksanaan kegiatan, keterbatasan penyampaian
informasi, pembagian tugas yang belum berjalan jelas, serta pelaksanaan
kegiatan yang belum sepenuhnya konsisten.

Teori Koordinasi Hasibuan (2006)

Kesatuan Tindakan
Komunikasi
Pembagian Kerja
Disiplin

el NS

Terlaksananya koordinasi antarinstansi dalam penanganan anak jalanan
yang menunjukkan keterpaduan kegiatan, kejelasan peran, serta
pelaksanaan tugas di lapangan.

Gambar 1. Kerangka Pikir
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026



I11. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Menurut Nasution (2023), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat
deskriptif dan analitis, yang menekankan pada makna, proses, dan pemahaman
terhadap suatu fenomena sosial sebagaimana adanya di lapangan. Penelitian ini
dilakukan dalam kondisi alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen
utama untuk menggali dan menafsirkan makna dari fakta yang ditemukan.
Penelitian kualitatif berguna untuk memahami suatu fenomena secara mendalam,
menemukan makna di balik tindakan sosial, serta menggambarkan realitas sesuai

dengan konteksnya.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif dengan strategi studi kasus. Strategi studi kasus dipilih karena penelitian
ini berfokus pada satu wilayah tertentu, yaitu Kota Bandar Lampung, sehingga
memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara lebih mendalam dinamika
koordinasi antaraktor yang terlibat, yaitu Dinas Sosial Kota Bandar Lampung,
Satpol PP, UPTD PRSTS Mardi Guna, serta masyarakat dalam penanganan anak
jalanan. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk melakukan perbandingan antar
daerah, melainkan untuk memahami secara komprehensif relasi dan interaksi
antarinstansi dalam konteks birokrasi daerah yang spesifik dengan menggunakan

kerangka teori koordinasi Hasibuan (2006).

Menurut Sugiyono (2009), Penelitian kualitatif digunakan untuk menelaah
fenomena yang terjadi dalam situasi alamiah, di mana peneliti berperan langsung
sebagai instrumen utama. Data diperolen melalui berbagai teknik seperti
wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara induktif. Pendekatan
deskriptif dalam penelitian ini tidak bermaksud menguji hipotesis, melainkan untuk

menggambarkan secara nyata bentuk kerja sama, pola koordinasi, serta faktor yang
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mendukung maupun menghambat pelaksaanaan koordinasi dalam penanganan anak
jalanan di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian lebih ditekankan pada

pemahaman makna daripada pada upaya menghasilkan generalisasi.
3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan bagian yang disusun berdasarkan kerangka teori dan
kerangka berpikir penelitian, dengan tujuan untuk memperjelas batasan kajian agar
tidak melebar serta menjadi pedoman dalam proses pengumpulan dan analisis data.
Fokus ini bertujuan untuk mengarahkan penelitian agar tidak melebar dan tetap
berpusat pada aspek aspek yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam
penelitian ini, fokus diarahkan pada penerapan konsep koordinasi sesuai dengan
teori koordinasi Hasibuan (2006) dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar
Lampung, dengan menitikberatkan pada bagaimana koordinasi antara instansi
pemerintah seperti Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satpol PP, UPTD PRSTS
Mardi Guna, serta masyarakat dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai
dengan prinsip koordinasi yang meliputi kesatuan tindakan, komunikasi, dan kerja

sama antarunsur terkait.
1. Kesatuan Tindakan

Fokus penelitian adalah mengkaji bagaimana kesatuan tindakan antarinstansi dalam
penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung dilaksanakan sebagai bagian
dari proses koordinasi. Kesatuan tindakan dimaksudkan sebagai upaya
penyelarasan langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak agar tidak
berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dalam satu rangkaian

tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan penanganan anak jalanan.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada keterpaduan pelaksanaan tugas antara
Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),
UPTD PRSTS Mardi Guna, serta unsur masyarakat yang meliputi Ketua RT dan

Pedagang Kaki Lima dalam tahapan penanganan anak jalanan.



41

Fokus kajian kesatuan tindakan dianalisis melalui beberapa aspek sebagai berikut

1. Kesamaan tujuan antarinstansi, yaitu adanya pemahaman bersama dalam
memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan anak jalanan.

2. Keterpaduan pelaksanaan antarinstansi, yaitu keterkaitan peran dalam satu alur
penanganan mulai dari penertiban, pendataan, hingga pembinaan dan
rehabilitasi.

3. Kesinambungan pelaksanaan penanganan, Vyaitu keberlanjutan proses

penanganan termasuk pemantauan setelah pembinaan.

Aspek-aspek tersebut digunakan untuk menilai sejaunh mana kesatuan ttindakan
antarinstansi dapat mendukung tercipatanya koordinasi yang efektif sesuai dengan

prinsip kesatuan tindakan sebagaimana dikemukakan oleh Hasibuan (2006).
2. Komunikasi

Fokus penelitian adalah mengkaji bagaimana proses komunikasi antarinstansi
dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung berlangsung sebagai
bagian dari pelaksanaan koordinasi. Komunikasi dipahami sebagai sarana
penyampaian informasi, instruksi, dan tugas antar pihak yang terlibat, sehingga
setiap instansi dapat memahami peran serta tanggung jawabnya dalam pelaksanaan
kegiatan penanganan anak jalanan.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada komunikasi yang terjadi antara Dinas
Sosial Kota Bandar Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), UPTD
PRSTS Mardi Guna, serta unsur masyarakat yang meliputi Ketua RT dan Pedagang
Kaki Lima.

Kajian komunikasi dalam penelitian ini difokuskan pada beberapa aspek utama,

yaitu:

1. Penyampaian informasi, yaitu bagaimana informasi terkait penanganan anak
jalanan disalurkan antarinstansi, termasuk ketepatan waktu dan kelengkapan

informasi yang diterima.
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2. Kejelasan pemahaman, yaitu sejauh mana informasi yang disampaikan dapat
dipahami secara seragam oleh masing-masing instansi sehingga tidak
menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan tugas.

3. Kelancaran alur komunikasi, yaitu bagaimana proses pertukaran informasi
berlangsung antar pihak, termasuk hambatan yang mempengaruhi kelancaran
komunikasi dalam pelaksanaan penanganan anak jalanan.

Melalui fokus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana
komunikasi yang terjalin antarinstansi mampu mendukung pelaksanaan koordinasi
secara efektif, khususnya dalam hal penyampaian informasi, kesamaan
pemahaman, dan kelancaran alur komunikasi. Selain itu, penelitian ini juga
bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala komunikasi yang dapat
menyebabkan terjadinya kesalahan informasi, keterlambatan dalam pelaksanaan
kegiatan, serta ketidaksesuaian pelaksanaan tugas dalam penanganan anak jalanan
di Kota Bandar Lampung.

3. Pembagian Kerja

Fokus penelitian adalah mengkaji bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab
antarinstansi dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung
dilaksanakan sebagai bagian dari proses koordinasi. Pembagian kerja dalam
penelitian ini dipahami sebagai pengaturan dan penetapan tugas kepada masing-
masing pihak agar setiap instansi mengetahui peran dan kewajibannya dalam

pelaksanaan kegiatan penanganan anak jalanan.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada kejelasan pembagian peran antara Dinas
Sosial Kota Bandar Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), UPTD
PRSTS Mardi Guna, serta unsur masyaraka yang meliputi Ketua R dan Pedagang
Kaki Lima., terutama dalam tahapan penertiban, pendataan, pembinaan, dan
rehabilitasi anak jalanan.

Fokus kajian diarahkan pada:

a. Pembagian tugas antarinstansi dalam setiap tahapan penanganan.

b. Kesesuaian tugas dengan fungsi dan kewenangan masing-masing instansi.
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c. Pelaksanaan pembagian kerja dalam mencegah tumpang tindih maupun
kekosongan tugas.

Melalui fokus ini, penelitian bertujuan untuk melihat apakah pembagian kerja yang
diterapkan telah mendukung kelancaran koordinasi antarinstansi, sehingga
pelaksanaan penanganan anak jalanan dapat berjalan secara terarah, teratur, dan
selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan..

4. Disiplin

Fokus penelitian adalah mengkaji bagaimana disiplin kerja antarinstansi yang
terlibat dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung diterapkan
sebagai bagian dari pelaksanaan koordinasi. Disiplin kerja dalam penelitian ini
dipahami sebagai kesadaran dan kesediaan aparatur untuk menaati ketentuan,
aturan kerja, serta melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang telah

ditetapkan dalam proses penanganan anak jalanan.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada kedisiplinan Dinas Sosial Kota Bandar
Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), UPTD PRSTS Mardi Guna,

serta unsur masyarakat yang meliputi Ketua RT dan Pedagang Kaki Lima.

Kedisiplinan tersebut dilihat dari:

1. Kepatuhan terhadap pelaksanaan kegiatan, yang meliputi:
a. Ketaatan terhadap jadwal kegiatan penanganan anak jalanan.
b. Kesesuaian pelaksanaan tugas dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan.
c. Kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam penanganan anak

jalanan

2. Konsistensi dalam pelaksanaan tugas, yaitu kesesuaian pelaksanaan tugas
dengan aturan dan tanggung jawab masing-masing instansi

3. Kemampuan menyesuaikan diri terhadap mekanisme Kkerja, yaitu sikap aparatur

dalam mengikuti sistem dan pola kerja yang telah disepakati bersama

Melalui fokus ini, penelitian bertujuan untuk melihat sejauh mana disiplin kerja

yang diterapkan mampu mendukung kelancaran koordinasi antarinstansi, sehingga
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seluruh kegiatan penanganan anak jalanan dapat berjalan secara tertib, terarah, dan
sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3.3 Lokasi Penellitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, dengan fokus utama pada
Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sebagai instansi pemerintah yang memiliki
tanggung jawab terhadap kebijakan serta pelaksanaan program penanganan anak
jalanan. Kantor Dinas Sosial Kota Bandar Lampung berlokasi di JI. Way Semangka
No. 16, Kelurahan Pahoman, Kota Bandar Lampung. Selain itu, penelitian juga
melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung, yang
berperan dalam kegiatan penertiban dan pembinaan anak jalanan. Kantor Satpol PP
terletak di JI. Dokter Susilo No. 1, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk

Betung Utara, Kota Bandar Lampung.

Unit lain yang turut menjadi objek dalam penelitian ini adalah UPTD Pelayanan
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna, yang berlokasi di JI. Raya
Padang Cermin Km 10, Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten
Pesawaran. UPTD ini berperan dalam proses rehabilitasi sosial dan reintegrasi bagi

anak jalanan serta kelompok rentan lainnya yang memerlukan pelayanan sosial.

Pemilihan lokasi-lokasi tersebut didasarkan pada relevansinya dengan fokus
penelitian, yaitu untuk menelaah bentuk dan mekanisme koordinasi antar lembaga
pemerintah dalam penanganan anak jalanan, serta mengidentifikasi kendala dan
faktor yang memengaruhi efektivitas koordinasi tersebut. Melalui fokus tersebut,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam
mengenai bagaimana koordinasi antarinstansi pemerintah berjalan dalam upaya

penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung.
3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.
Kedua jenis data tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lengkap

mengenai pelaksanaan koordinasi antarinstansi dalam penanganan anak jalanan di
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Kota Bandar Lampung. Menurut Sinaga (2023), penelitian kualitatif menggunakan
berbagai sumber data yang dikumpulkan baik secara langsung dari lapangan

maupun melalui bahan tertulis agar hasil penelitian lebih kaya dan mendalam.
1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di
lapangan, melalui kegiatan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sinaga
(2023) menegaskan bahwa data primer bersifat asli karena dikumpulkan langsung
oleh peneliti untuk menjawab fokus penelitian. Dalam penelitian ini, data primer
diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang ditentukan
menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan

Kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak Dinas Sosial Kota
Bandar Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), UPTD Pelayanan
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna, serta masyarakat yang turut
berpartisipasi dalam kegiatan penanganan dan pembinaan anak jalanan di Kota

Bandar Lampung.
2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber utama,
tetapi dari berbagai dokumen tertulis seperti laporan resmi, peraturan, buku, jurnal,
dan hasil penelitian terdahulu. Sinaga (2023) dalam Buku Ajar Metodelogi
Penelitian menjelaskan bahwa data sekunder berfungsi untuk mendukung dan

memperkuat temuan yang diperoleh dari data primer.

Dalam penelitian ini, data sekunder bersumber dari dokumen resmi seperti Rencana
Strategis Dinas Sosial Provinsi Lampung 2025-2026, Peraturan Daerah Kota
Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan,
Gelandangan, dan Pengemis, serta Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor

2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Data-data tersebut
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digunakan untuk memperjelas kerangka kebijakan dan bentuk koordinasi
antarinstansi pemerintah dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian kualitatif umumnya dikumpulkan melalui wawancara, dan
dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti berperan langsung sebagai instrumen
utama dalam mengamati, mewawancarai, dan menelaah dokumen terkait

pelaksanaan koordinasi dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung.
1. Wawancara

Dalam penelitian ini, teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi
yang mendalam dari informan yang terlibat langsung dalam proses penanganan
anak jalanan di Kota Bandar Lampung. Menurut Hikmawati (2020), wawancara
merupakan proses komunikasi langsung antara peneliti dan responden yang
bertujuan menggali data mendalam mengenai pandangan, pengalaman, serta
pemahaman informan terhadap suatu fenomena. Jenis wawancara yang digunakan
adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman
berupa pokok-pokok pertanyaan namun tetap memungkinkan pengembangannya
sesuai konteks pembicaraan. Wawancara dilakukan terhadap empat kelompok
informan utama yang berperan langsung dalam koordinasi antarinstansi pemerintah

dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung.

Tabel 4. Informan Penelitian

No Informan Institusi Informasi yang Dicari
1 Sriwati, S.Pd Kepala Bidang Mengetahui kebijakan,
Rehabilitasi Sosial Dinas  program, serta bentuk kerja
Kota Bandar Lampung sama antarinstansi dalam

penanganan anak jalanan.

2 Carl Aryln Akbar, Kepala Seksi Operasional  Mengetahui upaya divisi
S.STP.,,M.AP dan Pengendalian Satpol ~ pengawasan dalam mengatasi
PP Kota Bandar Lampung masalah komunikasi antar
lembaga dari program
pengawasan partisipatif.
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3 Rosmiyati, SE Kepala Subbagian Mengetahui pelaksanaan
TataUsaha. UPTD pembinaan dan rehabilitasi
Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi anak jalanan serta
Sosial Tuna Sosial bentuk kerja sama antar
(PRSTS) Mardi Guna lembaga.

Provinsi Lampung

4 Nely Sari (Ketua Perwakilan Masyarakat di  Mengetahui pandangan dan
RT Wayhalim) Dan  Kota Bandar Lampung partisipasi masyarakat

Astri Fadilah terhadap pelaksanaan
(Pedagang Kaki kebijakan penanganan anak
Lima Bypass jalanan.

Soekarno Hatta).

5 Rendy (Anak Perwakilan Anak Jalanan ~ Menggali pengalaman anak
Jalanan Di Lampu  Di Kota Bandar Lampung jalanan terkait proses
Merah Wayhalim) penertiban, pembinaan, dan
dan Reza (Anak rehabilitasi yang pernah
Jalanan Di Lampu diterima, serta persepsi
Merah Bypass mereka terhadap peran
Soekarno Hatta). pemerintah dan masyarakat

dalam penanganan anak
jalanan.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara menelaah dan mengkaji berbagai dokumen serta arsip yang berkaitan dengan
permasalahan penelitian, seperti laporan kegiatan, peraturan daerah, dan data
statistik, sebagaimana dikemukakan oleh Sahir (2021). Dalam penelitian ini, teknik
dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung yang berhubungan
dengan kebijakan, program, serta pelaksanaan penanganan anak jalanan di Kota
Bandar Lampung. Penggunaan dokumentasi membantu peneliti memperoleh
informasi yang lebih akurat dan sistematis, sekaligus berfungsi untuk
memverifikasi dan memperkuat temuan yang diperoleh melalui wawancara dengan

para informan.
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No Nama Dokumen

Data Yang Dicari

1. Undang-Undang Republik indonesia
Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak

Menguraikan landasan hukum utama
mengenai hak-hak anak, kewajiban negara
dan pemerintah daerah, serta ketentuan
mengenai perlindungan khusus bagi anak
dalam situasi tertentu, termasuk anak
jalanan sebagaimana tercantum pada Pasal
59 ayat (1).

2. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial

Memberikan dasar hukum
penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
terutama bagi anak yang tergolong
terlantar seperti anak jalanan, melalui
program rehabilitasi dan pemberdayaan
sosial.

3. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung
Nomor 02 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Menetapkan peraturan daerah yang
menjadi dasar pelaksanaan perlindungan
anak di tingkat lokal, termasuk definisi
anak jalanan dan tanggung jawab
pemerintah daerah sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 angka 12 serta Pasal 17-23.

4. Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak
Jalanan

Menyajikan pedoman teknis pelaksanaan
program rehabilitasi sosial bagi anak
jalanan, meliputi prinsip, strategi, dan
bentuk layanan sosial yang menjadi acuan
bagi pemerintah daerah.

5. Pedoman Pelayanan Kesehatan Anak
Jalanan (Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia, 2018).

Menjelaskan tata cara pemberian layanan
kesehatan bagi anak jalanan, termasuk
upaya promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif sesuai amanat UUD 1945
Pasal 34 serta Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014.

6. Peraturan Walikota Bandar Lampung
No 45 Tahun 2021 Tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Sosial Kota
Bandar Lampung

Memberikan data mengenai koordinasi
dalam penanganan anak jalanan di Kota
Bandar Lampung meliputi jumlah dan
karakteristik anak jalanan, kondisi sosial
dan psikologis mereka, program serta
kebijakan pemerintah, bentuk kerja sama
antarinstansi, hingga hasil dan evaluasi
pelaksanaan di lapangan. Data ini
digunakan untuk melihat sejauh mana
koordinasi antar lembaga berjalan efektif
dalam upaya pembinaan dan perlindungan
anak jalanan.
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No Nama Dokumen

Data Yang Dicari

7. Peraturan Walikota Kota Bandar
Lampung Nomor 40 Tahun 2021
Tentang Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Kota
Bandar Lampung

Memberikan data mengenai koordinasi
dalam penanganan anak jalanan di Kota
Bandar Lampung mencakup informasi
tentang jumlah dan karakteristik anak
jalanan, kondisi sosial dan psikologis
mereka, program serta kebijakan
pemerintah daerah, bentuk kerja sama
antarinstansi seperti Dinas Sosial, DP3A,
dan Satpol PP, serta hasil pelaksanaan dan
evaluasi penanganan di lapangan. Data
tersebut digunakan untuk menilai
efektivitas koordinasi antar lembaga dalam
upaya pembinaan dan perlindungan anak
jalanan di kota ini.

8. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota
Bandar Lampung Tahun 2021-2026

Memuat arah kebijakan, visi, dan strategi
pemerintah daerah dalam pelaksanaan
program penanganan dan pembinaan sosial
terhadap anak jalanan di Kota Bandar
Lampung.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan tujuan memperoleh pemahaman yang menyeluruh

mengenai pelaksanaan Koordinasi dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar

Lampung. Tahap ini berfungsi untuk menata, menafsirkan, serta memberikan

makna terhadap seluruh data yang telah dikumpulkan, sehingga dapat menjawab

fokus permasalahan penelitian. Mengacu pada pandangan Miles dan Huberman

1984 sebagaimana dijelaskan oleh Qomaruddin & Sa’diyah (2024), analisis data

kualitatif dilakukan melalui proses yang bersifat interaktif dan berlangsung terus-

menerus sepanjang penelitian, yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu reduksi

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga komponen tersebut tidak

berjalan secara terpisah, melainkan saling berhubungan dan dilakukan secara

simultan selama proses penelitian berlangsung.
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Gambar 2. Komponen Analisis Data
Sumber: (Miles & Huberman, 1984)

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Tahap reduksi data merupakan langkah awal dalam proses pengelolaan data yang
bertujuan untuk menyederhanakan, memilih, serta menyeleksi informasi yang
dianggap penting dan relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh melalui
wawancara dan dokumentasi kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori
tertentu agar mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi tema-tema utama
penelitian. Pada tahap ini pula, data yang tidak memiliki keterkaitan langsung
dengan fokus penelitian dieliminasi. Proses reduksi data dilakukan secara
berkesinambungan sejak awal hingga akhir penelitian, sehingga peneliti dapat lebih

terarah dalam mengolah informasi yang benar-benar mendukung tujuan penelitian

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan memilah hasil wawancara dari
Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satpol PP, UPTD PRSTS Mardi Guna, serta
masyarakat seperti ketua RT dan pedagang kaki lima. Data tersebut kemudian
disesuaikan dengan fokus penelitian, seperti kesatuan tindakan, komunikasi,
pembagian kerja, dan disiplin. Informasi yang tidak berkaitan langsung dengan

koordinasi penanganan anak jalanan tidak digunakan dalam proses analisis.
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2. Penyajian Data (Data Display)

Tahap penyajian data dilakukan setelah proses reduksi selesai dilakukan. Pada
tahap ini, data yang telah diseleksi disusun dan disajikan dalam bentuk uraian
naratif, tabel, bagan, atau skema yang menggambarkan keterkaitan antarvariabel
dan kategori temuan penelitian. Melalui proses penyajian data, peneliti dapat
mengidentifikasi pola, hubungan, serta dinamika yang muncul dari hasil
pengumpulan data. Langkah ini berperan penting dalam memberikan gambaran
yang menyeluruh mengenai fenomena yang dikaji, sekaligus memastikan agar hasil
penelitian tetap berfokus pada permasalahan inti. Dengan demikian, penyajian data
menjadi dasar penting untuk menentukan tahapan analisis berikutnya.

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil wawancara
dari masing-masing instansi, kemudian membandingkan informasi yang diperoleh
untuk melihat kesesuaian antar pihak. Selain itu, data juga dapat disajikan dalam
bentuk tabel sederhana untuk memperjelas perbedaan peran dan pelaksanaan tugas

antarinstansi dalam penanganan anak jalanan.
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Tahapan akhir dalam analisis data adalah proses penarikan kesimpulan. Pada tahap
ini, peneliti berupaya menemukan makna, pola, serta keterkaitan dari data yang
telah dianalisis. Kesimpulan yang diperoleh bersifat sementara dan akan terus
diverifikasi melalui proses pengecekan ulang data, pembandingan dengan catatan
lapangan, serta penerapan teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan hasil
temuan. Proses verifikasi dilakukan secara berulang hingga diperoleh pemahaman

yang mendalam, akurat, serta sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Dalam penelitian ini, kesimpulan diperoleh dengan membandingkan hasil
wawancara dari berbagai instansi, seperti Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan
Satpol PP, untuk melihat apakah pelaksanaan koordinasi sudah berjalan dengan
baik atau masih terdapat kendala. Proses ini juga didukung dengan teknik
triangulasi agar hasil yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi di
lapangan.
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Dengan demikian, ketiga tahapan tersebut diterapkan secara terpadu dan
berkelanjutan. Data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satpol
PP, UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna,
serta masyarakat dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan
kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bentuk
kolaborasi antarinstansi dalam pelaksanaan koordinasi dalam penanganan anak

jalanan di Kota Bandar Lampung.
3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data menjadi langkah penting dalam penelitian kualitatif untuk
memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi
yang terjadi di lapangan. Menurut Hadi (2016), uji keabsahan data mencakup empat
aspek utama, yaitu uji kredibilitas (credibility), uji transferabilitas (transferability),
uji dependabilitas (dependability), dan konfirmabilitas (confirmability). Keempat
kriteria tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana hasil penelitian dapat

dipercaya, dialihkan, konsisten, dan objektif.

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan beberapa teknik untuk menjamin
keabsahan data, terutama melalui proses triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan
memeriksa dan membandingkan hasil temuan dari berbagai sumber, metode, serta
teori yang relevan guna memperoleh data yang valid dan bebas dari bias. Adapun
penjelasan tiap kriteria keabsahan data berdasarkan Hadi (2016), yang dijabarkan

sebagai berikut:
1. Uji Kredibilitas (Credibility)

Uji kredibilitas dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-
benar akurat dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai
informan, seperti Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satpol PP, UPTD Pelayanan
Dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna, dan masyarakat sekitar

yang terlibat dalam penanganan anak jalanan. Melalui penerapan bentuk triangulasi
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ini, peneliti berupaya memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan realitas di

lapangan secara menyeluruh dan dapat dipercaya.
2. Uji Transferabilitas (Transferability)

Uji transferabilitas bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil penelitian dapat
diterapkan pada konteks lain yang memiliki kesamaan karakteristik. Dalam
penelitian ini, peneliti menjelaskan secara rinci mengenai latar belakang lokasi
penelitian, karakteristik aktor yang terlibat, serta dinamika pelaksanaan
collaborative governance di Kota Bandar Lampung. Dengan uraian yang jelas dan
mendalam, diharapkan pembaca atau peneliti lain dapat menilai relevansi hasil
penelitian ini untuk diterapkan pada wilayah atau situasi yang berbeda.

3. Uji Dependabilitas (Dependability)

Uji dependabilitas berkaitan dengan konsistensi data selama proses penelitian
berlangsung. Untuk memastikan hal ini, peneliti mendokumentasikan seluruh
tahapan penelitian secara sistematis, mulai dari penetapan fokus penelitian,
pemilihan informan, pengumpulan data, hingga analisis dan penarikan kesimpulan.
Semua proses tersebut kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing agar

penelitian berjalan sesuai prosedur ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Uji Konfirmabilitas (Confirmability)

Uji konfirmabilitas dilakukan untuk menjamin bahwa hasil penelitian benar-benar
bersumber dari data yang diperoleh di lapangan, bukan dari persepsi atau bias
peneliti. Untuk itu, peneliti menyajikan seluruh bukti pendukung seperti transkrip
wawancara dan dokumen hasil pengumpulan data sebagai bentuk transparansi.
Selain itu, hasil penelitian juga dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan
penguji guna memperoleh masukan serta validasi. Dengan langkah ini, temuan

penelitian dapat dinyatakan objektif dan memiliki dasar ilmiah yang kuat.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan mengenai koordinasi dalam
penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa
koordinasi antara Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) Kota Bandar Lampung, dan UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna pada dasarnya sudah berjalan sesuai dengan
tugas dan kewenangan masing-masing. Proses penanganan juga telah dilakukan
melalui beberapa tahapan, mulai dari penertiban di lapangan, pendataan dan

asesmen, hingga rehabilitasi sosial.

Namun demikian, pelaksanaan koordinasi tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal
ini terlihat dari masih kurangnya keterpaduan antar tahapan penanganan serta
komunikasi antarinstansi yang belum berjalan secara konsisten. Selain itu, setelah
tahap rehabilitasi belum terdapat kejelasan alur lanjutan penanganan yang mengatur

proses berikutnya, sehingga berpotensi menimbulkan kekosongan penanganan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun pembagian tugas
antarinstansi telah berjalan, masih diperlukan penguatan dalam hal keterpaduan
antar pelaksanaan tugas, konsistensi komunikasi, serta kejelasan alur lanjutan
penanganan agar hasil penanganan anak jalanan dapat lebih efektif dan

berkelanjutan
5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai koordinasi dalam penanganan anak
jalanan di Kota Bandar Lampung, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai
berikut:
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1. Perlu adanya penguatan kerja sama antarinstansi melalui pembentukan tim
terpadu atau satuan tugas (Satgas) yang melibatkan Dinas Sosial Kota Bandar
Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung, dan
UPTD PRSTS Mardi Guna. Tim ini berfungsi sebagai wadah koordinasi untuk
menyinergikan pelaksanaan penanganan anak jalanan pada setiap tahapan
sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Selain itu, tim ini juga
dapat didukung oleh masyarakat seperti Karang Taruna, komunitas lokal,
maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), terutama dalam membantu
pengawasan dan pendampingan di lingkungan sosial.

2. Diperlukan penguatan komunikasi antarinstansi melalui pelaksanaan forum
koordinasi yang dilakukan secara berkala dan terjadwal. Forum tersebut dapat
dimanfaatkan sebagai sarana pertukaran informasi terkait perkembangan
penanganan anak jalanan, termasuk penyampaian kendala di lapangan serta
penentuan langkah tindak lanjut secara bersama. Dengan adanya mekanisme
komunikasi yang lebih terstruktur, proses koordinasi dapat berlangsung secara
berkelanjutan dan lebih terarah.

3. Koordinasi antarinstansi perlu diarahkan pada kejelasan alur penanganan sesuai
dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Mengacu pada
Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2021, Dinas Sosial
memiliki tugas pada bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, sehingga
pelaksanaan penanganan oleh instansi terkait berfokus sampai pada tahap
rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan pengaturan lebih lanjut
mengenai tahapan setelah rehabilitasi, termasuk penegasan pihak yang
berwenang dalam proses lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar
tidak terjadi kekosongan penanganan dan hasil penanganan dapat lebih
berkelanjutan.

4. Selain itu, diperlukan penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur
(SOP) bersama yang mengatur mekanisme koordinasi lintas instansi sesuai
dengan tahapan penanganan yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. SOP
tersebut perlu menegaskan alur kerja mulai dari proses rujukan, pelaporan,

hingga pelaksanaan penanganan sampai pada tahap rehabilitasi sosial, sehingga
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pembagian tugas antarinstansi menjadi lebih jelas dan tidak terjadi tumpang
tindih kewenangan. Dengan adanya SOP bersama, diharapkan koordinasi dapat
berjalan lebih terarah dan konsisten sesuai dengan batas kewenangan masing-

masing instansi dalam proses penanganan.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan koordinasi antarinstansi
dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung dapat berjalan lebih

terintegrasi, terstruktur dan berkelanjutan.
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